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ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin adanya asas
equality before the law. Asas ini mengisyaratkan adanya persamaan setiap orang
di hadapan hukum. Dalam hukum Islam yang merupakan salah satu sumber
hukum di Indonesia telah mengatur mengenai asas tersebut yang terdapat dalam
al-Qur’an, Hadis dan yang lainnya. Begitupun dalam konstitusi Indonesia ditur
mengenai asas equality before the law yang diatur lebih rinci di dalam pasal-
pasalnya. Dalam hukum pidana sendiri baik dalam hukum Islam maupun
konstitusi Indonesia juga mengharuskan adanya asas equality before the law agar
tercipta keadilan. Dalam ranah implementasi banyak kasus yang penulis temukan
tidak sesuai dengan asas equality before the law. Sehingga terjadi ketimpangan
antara kasus yang satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) sehingga
mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data
sebagai sumber hukum primer dengan ciri-ciri menggunakan buku-buku, Kitab-
kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.
Penulis juga melakukan wawancara Jkepada jhakimysebagai data tersier sebagai
data penguat penelitian. ‘Objek dari”penelitian ini adalah” putusan-putusan yang
tidak sesuai dengan asas equality before the law. Adapun metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).
Dari kasus yang telah penulis temukan masih terdapat kasus yang tidak sesuai
dengan asas equality before the law sehingga penulis akan mengkaji kasus-kasus
tersebut dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia serta membandingkannya
dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia terutama dalam implementasi hukum
pidananya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi asas equality before the
law tidak sesuai dengan teorinya baik di dalam hukum Islam maupun di dalam
konstitusi Indonesia terkhusus dalam implementasi pada hukum pidana.
Dibuktikan dengan putusan yang tidak sesuai dengan teori asas equality before the
law sehingga keadilan tidak dapat tercipta.

Kata Kunci : Asas Equality Before The Law, Hukum Islam, Konstitusi Indonesia,
Hukum Pidana.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
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kata-kata Arab yang dipakai

dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
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. Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ y Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

35 ditulis Muta’addidah
s ditulis ‘iddah

Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

R ditulis Hikmah

iy e A ditulisy TR RO Jizyah
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya)

a.  Bila diikuti dengan kata sandang “al/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

AREAN Wik ditulis Karamah al-Auliya

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau
d’ammah ditulis dengan t.

Skl 357 ditulis Zakat al-Fitr

Vokal Pendek

__ Fathah ditulis A
_____ Kasrah ditulis I
T D’ammah ditulis U
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Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a
el ditulis Jahiliyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
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Kata Sandang Alif + Lam
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Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat



Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

oA g ditulis Zawi al-Furud
) af ditulis Ahl as-Sunnah
A. Singkatan
SWT . Subhanahuwata’ala
SAW . Sallalahu ‘alaihiwasallama
Q.S : Qur’an Surat
HIm : Halaman
S.H. . Sarjana Hukum
No : Nomor
Terj : Terjemahan
Dkk : Dan kawan-kawan
IAIN . Institut Agama Islam Negeri
UUD : Undang-undangDasar 14 11, 1
uu : Undang-Undang
RI : Republik Indonesia
KUHP . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN : Pengadilan Negeri




PERSEMBAHAN
. = I'é'":[.:u -
R == ;uéﬂﬂ

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis
mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup
dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Rohidi dan Ibu Katini (alm)), Terimakasih atas
kasih sayang, do’a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.

2. Kedua orang tua asuh saya (Bapak Rochyadin dan Ibu setriem), yang telah
memberikan dukungan berupa formil maupun materiil dari saya masih bayi
hingga sekarang ini, serta kakak-kakak tiri yang saya cintai.

3. Pengasuh Pondok Pesantren al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat, Abah
Drs. H. Mughni Labib;- MS1 rhesertasKeluargargatas bekal ilmunya dan
bimbingannya yang di.berikan kepada penulié.

4. Terimakasihku kepada Kajur Hukum Tata Negara sekaligus dosen
pembimbing (Bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd.) yang telah mendidik dan
membimbingku, tanpa jasa beliau apalah jadinya skripsi ini.

5. Terimakasih kepada seluruh dosen fakultas syariah terkhusus dosen Hukum
Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang begitu berharga bagi saya.

6. Terimakaih kepada karyawan fakultas syariah terkhusus kepada mas Zaki
Naufal dan pak Rozi yang telah memberikan suport kepada saya.

7. Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2015 yang telah banyak

membantu, selalu memberi semangat, selalu menemani saat-saat susah

Xi



10.

11.

maupun senang dan selalu direpotkan. Saya ucapkan salam rindu dan
terimakasih sedalam-dalamnya.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada sahabat dan partner terbaikku
group ittihaad squad (Agung Pangestu, Muhammad Farkhan Akmal, Wahyu
Raharjo, dan Nadia Salsabila) yang selalu memberi bimbingan, motivasi dan
semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada teman-teman Senat Fakultas Syariah periode 2017-2018
yang telah menyuport penulis.

Terimakasih kepada group hadroh al-khoeriyah terkhusus kepada mas Trio
yang selalu menyuport penulis.

Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah
memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai
selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup

dan kebahagiaan yang‘s,e‘j'a:tti, Amin!

xii



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat, hidayah dan inayah—Nya kepada kita semua sehingga kita
dapat melakukan tugas Kkita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir
dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat
serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta
keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam yang
senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan
syafa’atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya
sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul
“ASAS EQUALITY BEFORE THE 'LAWLDALAM PERSPEKTIE HUKUM
ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA (Studi Tentang Implementasi Hukum
Pidana di Indonesia)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali
bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada
kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai
pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag.,, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Purwokerto.

Xiii



10.

11.

Dr. H.Ahmad Siddig, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan IIl Fakultas Syari’ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Hariyanto, M. Hum., M.Pd., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus pembimbing
Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam
penyelesaian skripsi ini.

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis.
Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
Segenap staff Perpu‘_stakaan IAIN PunNoke'rtQ; N

Segenap karyawan Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah membantu
penulis.

Kedua orang tua-ku (Bapak Rohidi dan Ibu Katini (alm) dan kedua orang tua
asuhku (Bapak Rochyadin dan Ibu Setriem) serta kakak-kakak tiriku.
Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan
memberikan semangat serta doa sehingga skripsi ini terselesaikan tepat
waktu.

Pengasuh Pondok Pesantren al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat, Abah

Drs. H. Mughni Labib, MSI beserta Keluarga atas bekal ilmunya dan

Xiv



12.

13.

bimbingannya yang di berikan kepada penulis selama penulis bermukim dan
menimba ilmu di Pondok Pesantren al-Ittihaad semoga menjadi berkah.
Teman-teman Pondok Pesantren al-lttihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat,
Keluarga HTN Angktan 2015, sahabat-sahabati PMII Rayon Syariah, teman-
teman KKN Tematik Revolusi Mental angkatan ke-41 Desa Candirenggo dan
teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara, terimakasih atas
dukungan dan motivasi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini, semoga tali silaturrrahmi tetap terjalin.

Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu
persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan

terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do’a yang lebih romatis

untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan

doaku agar kalian selalur dalany lineungannyay Dan'semoga amal baik dari semua

pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat

balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari

pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat

bagi penulis dan pembaca. Amiin.

XV



Kata-kata bijak dari seorang sastrawan Indonesia sekaligus penulis buku
Rumah Kaca 1988 Pramoedya Ananta Tour mengatakan: “Orang boleh pandai
setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di dalam

masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian”

Purwokerto, 27 Juni 2019

TNIM| 1522303028

IAIN PURWOKERTO

XVi



DAFTAR ISl

HALAMAN JUDUL ... i
PERNYATAAN KEASLIAN ... i
PENGESAHAN .. e i
NOTA DINAS PEMBIMBING ... v
ABSTRAK e %
MOTTO s Vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..o vii
PERSEMBAHAN ...t XI
KATAPENGANTAR s Xiil
DAFTAR IST oottt Xvii
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt XX

BAB| PENDAHULUANN

A. Latar Belakang Masalah ...........cccooceiiiiiniiiiiee e, 1
B. Rumusan Masalah...........cccoooiiiiiiiniiineee e 16
C. Tujuan Penelitian ........cccooiiriieiiiiese e 17
D. Manfaat Penelitian ..........ccoccoveiiiniiiiieeee e 17
E. Penegasan IStilah ... 17
F. Telaah Pustaka..........ccceriiiiiieiiiie s 19
G. Metode Penelitian .........ccocviiiieiiiiece e 22
H. Sistematika Penulisan..........cccccooveiiiiininiieieesec e 24

Xvii



BAB Il ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONSTITUSI
INDONESIA
A. Asas Equality Before the Law dalam Perspektif Hukum Islam 27
B. Asas Equality Before the Law dalam Perspektif Konstitusi

INAONESIA. ... 49
C. Perbandingan Asas Equality Before the Law dalam Perspektif

Hukum Islam dengan Asas Equality Before the Law dalam

Perspektif Konstitusi Indonesia...........cccocvvvvevveieiic e 69

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil PENelitian ... 73
B. Pembahasan ... 83

1. Asas Equality Before the Law dilihat dalam Perspektif

2. Perbandingan Asas Equality Before the Law dalam

Perspektif Hukum Islam dengan Asas Equality Before
the Law dalam Perspektif Konstitusi Indonesia .................. 103

3. Implementasi asas Equality Before the Law dalam

hukum Pidana di Indonesia Jika dilihat dalam
Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia ........... 105

BAB IV PENUTUP

AL KESIMPUIAN ... s 109

B SAIAN ... 110

Xviii



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

XiX



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 foto kegiatan penelitian

Lampiran 4 Surat keterangan lulus seminar
Lampiran 5 Surat keterangan lulus ujian komprehensif
Lampiran 6 Bukti bimbingan skripsi

Lampiran 7 Pedoman wawancara

Lampiran 8 Surat keterangan lulus BTA PPI
Lampiran 9 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 10 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 11 Surat keterangan lulus Aplikom
Lampiran 12 Surat keter‘_angan Julus'Bahasa Arab n
Lampiran 13 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris
Lampiran 14 Sertifikat pendukung

Lampiran 15 Daftar riwayat hidup

XX



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari yang namanya
hukum. Hukum merupakan kumpulan aturan yang sifatnya tidak lain dan tidak
bukan memaksa dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dalam
menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat dari Mochtar
Kusumaatmaja yang dikutip oleh Umar Said Sugiarto mengemukakan bahwa
hukum merupakan kesemua asas-asas serta kaidah yang bertujuan untuk
mengatur korelasi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam
suatu panel diskusi, Mochtar menyatakan bahwa hukum adalah semua asas-
asas dan kaidah-kaidah yang mana hukum tersebut mengatur manusia dalam
kehidupan bermasyarakat yang meliputi lembaga-lembaga, serta proses atau
cara untuk mewujudkaﬁ irﬁplementasi hukum ;[ersébﬁt dalam masyarakat
benar-benar nyata terlaksana. Senada dengan hal itu Bellefroid menyatakan
bahwa berlakunya hukum dalam suatu masyarakat semata-mata bertujuan
untuk mengatur tata tertib atau juga memberi rambu-rambu kepada
masyarakat itu yang didasarkan atas kekuasaan yang menguasai masyarakat
itu.!
Berbeda dengan pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja

dan Bellefroid, lebih luas lagi menurut Hans Kelsen, hukum merupakan

! Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Malang: Sinar Grafika, 2015), him. 6-



susunan tingkah laku manusia. Susunan tersebut merupakan sistem aturan.
Hukum itu sendiri menurut Kelsen tidak sama dengan sebuah peraturan.
Hukum adalah segolongan aturan yang di dalamnya terdapat kesatuan yang
dapat dipahami melalui sistem.? Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum tidak
lain merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat.®
Dengan kata lain dapat disimpulkan sebagai seperangkat atau kumpulan alat
yang bertujuan untuk mengatur manusia.

Indonesia merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Konstitusi
Indonesia menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara hukum”.
Secara spesifik ketentuan dianutnya negara hukum termaktub dalam rumusan
UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, namun ketentuan mengenai
negara hukum tersebut tidak tercantum secara kentara dalam Pasal UUD 1945.
Negara hukum dalam UUD 1945 hanya disebutkan dalam penjelasanya saja,
pernyataan tersebut secara jelas disebutkan bahwa negara Indonesia menganut
negara hukum (rechstaatj bu’l%énléh ‘n“egarav kekuasaan (mvaé‘h.staat).4

Konsepsi Negara Hukum (rechstaat) yang pada awalnya hanya
tercantum dalam penjelasan konstitusi saja, namun hal tersebut dirumuskan
dengan tegas dalam amandemennya, yaitu dalam perubahan keempat pada
tahun 2002 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah

Negara Hukum”. Dalam konsep negara hukum yang dijadikan pengatur dalam

% Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttagien (Bandung:
Nusa Media, 2015), him. 3.
® Franz Magnis-Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta:
Gramedia, 2016), him. 83.
Awaludin, “Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum”,
https://media.neliti.com.publications, diakses 18 Mei 2018, pukul 17.00.



https://media.neliti.com.publications/

semangat kehidupan bernegara adalah hukum itu sendiri, bukan yang lainnya
baik itu politik, apalagi ekonomi. Maka dari itu, dalam bahasa Inggris sering
digunakan jargon dalam penyebutan prinsip negara hukum vyaitu ‘the rule of
law, not of man’. Maksudnya adalah pada pokoknya yang disebut sebagai
pemerintahan adalah hukum itu sendiri yang bertindak sebagai sistem, bukan
individu yang diatur untuk bertindak sebagai ‘boneka’ dari skenario yang telah
ada.’

Negara hukum pada awalnya ada di Barat, pemikiran tersebut sudah
dikenal sejak 2500 tahun lampau atau setidaknya sekitar 500 tahun sebelum
masehi oleh bangsa Yunani Kuno. Sepanjang pengetahuan sejarah, adanya
pemikiran negara hukum pada awalnya dikemukakan oleh Plato.® Menurutnya
negara hukum adalan gambaran negara yang ideal. Gagasan yang berkaitan
dengan gambaran negara yang ideal menurut Plato berupa negara yang bebas
dari para penguasa yang tamak dan kejam. Negara ideal tersebut menurutnya
adalah yang disebut séba’ééi ’ negéra hukum ‘Y.ang'v ‘fhana unsur yang
terkandung di dalam negara adalah kekeluargaan dan persaudaraan, bukanlah

kekuasaan. Dapat dianalogikan bahwa keluarga didasarkan pada rasa

persaudaraan, pemimpin (penguasa) dalam suatu negara harus bertindak

> Jimly Assidiqie, “Gagasan Negara Hukum”, https://

jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses 12 Maret 2018 ,
pukul 09.40.

® Plato adalah seorang ahli pikir yunani dengan karyanya Politea (the Republics), Politicos

(the Stateman),dan Nomoi (the Law). Hotma P. Sibuea, Asas Negara hukum, Peraturan Kebijakan,
dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: Erlangga, 2010), him. 11.



seperti seorang kepala keluarga yang berkewajiban mengayomi dan
memberikan arahan kepada setiap anggota keluarganya.’

Kemudian ide negara hukum yang dikemukakan Plato dikembangkan
oleh salah satu dari muridnya yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles negara
hukum merupakan penjelasan mengenai jalan yang ditempuh oleh suatu
negara dalam proses mewujudkan tujuan, yaitu memberikan kebaikan
tertinggi kepada warga negara. Aristoteles dengan ide negara hukumnya
menganjurkan konsep yang diberi nama Politea (negara hukum), Politea
sendiri merupakan pemerintahan yang didasarkan pada Kkonstitusi sebagai
bentuk negara meskipun sebenarnya bukanlah negara yang realistis.® Dalam
politea, yang dijadikan sebagai sumber dari kekuasaan pemerintahan adalah
hukum dengan tujuan agar pemerintahan tersebut terarah pada suatu
pemenuhan kepentingan, kebaikan, dan juga kesejahteraan umum. Hukum
dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan bernegara. Meskipun
tidak realistis, Aristoteleé se(;éfa imlp‘lisit danekspI|S|t téléﬁ mengakui bahwa
pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi merupakan pemerintahan yang

paling baik.’

" Ibid., him. 10-12.
8 Aristoteles memiliki tiga ide bentuk negara ideal, yaitu monarki, aristokrasi, dan politea.

Monarki menurut Aristoteles merupakan bentuk negara ideal dengan dipimpin seorang filsuf raja
yang menpunyai pribadi paling unggul dalam hal kebijakan. Raja berkuasa bukan semata-mata
untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umum. Namun, dalam kenyataan mustahil
untuk menemukan figur ppenguasa ideal sebagai filsuf raja. Sehingga Negara Monarki sangat sulit
diwujudkan.Kemudian aristokrasi yang merupakan negara yang dipimpin oleh sekelompok orang
yang paling baik. Orang-orang yang paling baik akan memimpin demi kepentingan, kebaikan, dan
kesejahteraan umum. Namun, harus diakui mencari orang yang arif dan bijak secara praktis tidak
mudah dilakukan. Oleh karena itu, gagasan negara aristokrasi pun ternyata sangat sulit untuk
diwujudkan. Sehingga plato beranjak ke ide pemikiran yang ketiga yaitu negara politea. Ibid., him.
15-19.

°Ibid., him. 18.



Dalam hukum Islam yang merupakan hukum yang bersifat
komprehensif atau menyeluruh, di dalamnya terdapat kajian mengenai
ketatanegaraan yang dinamakan dengan Ahkam al-Dusturiyah.™® Salah satu
tokoh pemikir Islam dengan pemikirannya tentang ketatanegaraan yang
berkontribusi adalah Ibnu Khaldun, Khaldun menentukan bahwa tipologi
suatu negara dapat diukur melalui tolok ukur kekuasaan. Dalam pemikiran
Ibnu Khaldun pada dasarnya menggambarkan keadaan manusia yang terbagi
menjadi dua, yaitu keadaan alamiah manusia dan keadaan yang berperadaban.
Dalam keadaan yang terakhir (berperadaban) inilah manusia mengenal adanya
gagasan negara hukum.

Khaldun menemukan tolok ukur suatu tipologi negara dengan
menggunakan kekuasaan. la membagi negara menjadi dua kelompok yaitu (1)
negara yang menggunakan ciri kekuasaan alamiah (mulk tabi’i), dan (2)
negara yang menggunakan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi). Tipe negara
yang pertama dapat ditandai\ déngéﬁ kekuéélaé.r;“. 'pé:rnerinféh yang sewenang
wenang (depotisme) dan bahkan lebih cenderung pada “hukum rimba” atau
yang kuat yang menang. la mengkategorikan bahwa negara ini sebagai negara

yang tidak berkeadaban. Tipe negara yang kedua menurut Khaldun dibagi

0 Apkam al-Dusturiyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) merupakan kajian
hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti pengatran dasar dan sistem negara,
perundang-undangan dalam suatu negara, syarat-syarat, hak serta kewajiban seorang pemipin,
hubungan pemimpin dengan rakyatnya, serta yang lainnya. lihat: Mardani, Hukum Islam...., him.
16.

1 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat
dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta:
Kencana, 2015), him. 84-85.



menjadi tiga macam vyaitu (1) negara hukum atau nomokrasi Islam*? (siyasah
diniyah)®®, (2) negara hukum sekuler (sivasah ‘aglivah)**, dan (3) negara ala
“republik” Plato (siyasah madaniyah)™. Setelah mengemukakan tipe negara
maka menurutnya tipe negara yang paling baik dan ideal bahkan mendekati
sempurna di antara siyasah diniyah, siyasah ‘aqliyah, dan siyasah madaniyah
lalah  siyasah  diniyvah atau nomokrasi Islam. Karena dalam
pengimplementasian negara siyvasah diniyah atau nomokrasi Islam, baik
syari’ah ataupun hukum berdasar pada rasionalitas manusia, keduanya
berfungsi dan berperan dalam tegaknya suatu negara.*®

Dapat dibayangkan bahwa norma atau hukum sendiri yang menjadi
faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, istilah

nomokrasi >’ sendiri terkait erat dengan konsep kedaulatan hukum®® atau

12 Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai
amanah, musyawarah, keadilan, pefsaimaan, pengakuan dan‘perlindungan'setiap hak asasi manusia,
peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraa, dan ketaatan rakyat. Thid., hIm. 85-86.

3 Karakteristik siyasah diniyah ialah kecuali al-Qur’an dan Sunnah, akal manusia pun
sama-sama berperan dan berfungsi dalam kehidupan bernegara. Waraq Ahmad Husaini mencatat
bahwa nomokrasi Islam bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat universal, baik di dunia
maupun di akhirat. Ibid., him. 14.

14 Siyasah ‘aglivah hanya mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia tanpa
mengindahkan hukum yang bersumber dari wahyu. Ibid.,

> Siyasah madaniyah atau negara republik ala Plato merupakan suatu negara yang
diperintah oleh segelintir golongan elit atas sebagian golongan budak yang tidak mempunyai hak
pilih. Ibid.,

' Ibid., him. 85.

7 Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘rechtsstaat’ dan
‘the rule of law’, juga berkaitan dengan konsep ‘nomocracy’ yang berasal dari perkataan ‘nomos’
dan ‘cratos’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘demos’ dan ‘cratos’ atau
‘kratien’ dalam demokrasi. ‘Nomos’ berarti norma, sedangkan ‘cratos’ adalah kekuasaan. Yang
dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.
Gagasan Nomoi telah lama dikemukakan oleh Plato, menurut Plato penyelenggaraan negara negara
yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Ungkapan Plato tentang
negara dan hukum memang banyak pula persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato
dengan ide nagara dari gereja katolik dalam abad-abad pertengahan. Lihat: Dody Nur Andriyan,
Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia
(‘Yogyakarta: DEPUBLISH, 2018), him. 33.



prinsip hukum yang menjadi kuasa tertinggi. Menurut Wirjono Projadikoro,

yang kemudian dikutip oleh Abdul Aziz Hakim menyatakan bahwa negara

hukum merupakan negara yang di dalamnya terdapat beberapa hal yaitu (1)

alat-alat perlengkapan negara dalam tindakannya terhadap warga negara

maupun sesamanya tidak sewenang-wenanag karena menjadikan hukum
sebagai pedoman tertinggi, dan (2) semua orang tanpa terkecuali harus tunduk
dan patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.™

Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Dody Nur Andriyan, melihat
adanya empat alasan utama dari segi moral dan politik untuk menuntut agar
suatu negara dijalankan berdasarkan hukum yaitu:

1. Kepastian hukum, ini merupakan kebutuhan langsung dari masyarakat.
Dalam hubungannya dengan negara dapat diartikan bahwa setiap tindakan
negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku umum.

2. Tuntutan perlakuan yang sama (equality), pada dasarnya hukum ditopang
oleh kesamaan dasar .'War\gjé ’neg‘a“ra. Hukumharus dépét menjamin setiap
anggota masyarakat dalam kehudipan bernegara diperlakukan berdasarkan

tolok ukur yang objektif dan sama. Katika ada tindakan yang tidak

18 Kedaulatan hukum dikenal di dalam negara hukum, bahwa negara berlandaskan atas
hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan
alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum. Atau dengan kata
lain kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan
perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para
warga negara harus berdasarkan atas hukum. Lihat: Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan
Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 8. Senada dengan hal tersebut,
soehino didalam bukunya menyatakan bahwa teori kedaulatan hukum atau Rechts-souvereiniteit
tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi didalam suatu negara ialah
hukum itu sendiri. lihat: Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2005), him. 156.

9" Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum..., him. 117.



didasarkan pada hukum maka melanggar prinsip keadilan sebab tidak lagi
berdasarkan tolok ukur objektif yang sama.

Legitimasi demokrasi, merupakan tuntutan agar penggunaan kekuasaan
harus didasarkan pada persetujuan dasar para warga negara dan harus
selalu dikontrol sendiri oleh mereka, langsung mengandung arti bahwa
kekuasaan negara dijalankan atas batas-batas hukum.

. Tuntutan akal budi, tuntutan akal budi merupakan landasan paling dasar
dalam penyelenggaraan negara hukum. Hukum merupakan alat yang
digunakan sebagai penata masyarakat. Akal budi membedakan antara
manusia dengan binatang, oleh karena itu manusia yang berakal budi dapat
merencanakan kehidupannya. Ketika manusia kehilangan akal budi maka
dapat dikatakan mirip binatang.?

Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl yang dikutip oleh Abdul

Aziz Hakim, menyatakan bahwa unsur dasar negara hukum vyaitu (1)

terjaminnya hak dasar m.anu;ié, (2). pembag.i'an.ikekhaséah, (3) pemerintahan

didasarkan pada peraturan hukum, (4) adanya peradilan administrasi negara.?

Dalam istilah Inggris, olen A.V. Dicey mengemukakan dalam prinsip

“rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat yang kemudian menjadi

jargon vaitu “the Rule of Law, and not of Man”. Bahwa yang menjadi

pemimpin dalam negara hukum adalah hukum, bukan individu atau segelintir
orang. A.V. Dicey dalam bukunya Introductions to the Law of the Constitution

yang dikutip oleh Miriam Budiardjo menguraikan tiga ciri penting dalam

20 Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik..., him. 34-35.
21 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum..., him. 118.



Negara Hukum yaitu (1) aturan-aturan hukum menjadi kekuasaan tertinggi
(supremacy of the law) tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (absence
of arbitary power), bahwa seseorang dapat dihukum ketika melanggar hukum,
dalam hal ini hukum menjadi pedoman tertinggi. (2) adanya kedudukan yang
sama di hadapan hukum (equality before the law), selain itu juga di hadapan
pemerintahan, yang diakui secara normatif. Ini berlaku tanpa terkecuali baik
orang biasa ataupun pejabat. (3) hak asasi manusia terjamin di dalam undang-
undang (human right).?> Rumusan dari A.V. Decey tersebut menandakan
adanya pengakuan kedaulatan hukum atau supremasi hukum sebagai bentuk
pencegahan kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi atau golongan maupun
kelompok yang berkuasa.?

Dapat dilihat bahwa di dalam konsep negara hukum adanya jaminan
hak asasi manusia lebih khusus lagi yaitu adanya jaminan equality before the
law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Baik warga negara
maupun pemerintah pada.hak\e-katnyé‘sama di. 'ha.c.‘iapéfn hukUm.

Dalam penyelenggaraan Negara Hukum, khususnya Indonesia pada
kenyataannya asas equality before the law sangatlah memprihatinkan, asas
yang seharusnya menyamakan setiap orang di hadapan hukum, namun ketika
dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. Sampai pada

akhirnya masyarakat mengistilahkan penegakkan hukum di Indonesia dengan

%2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016),
him. 68.
2% Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik..., him. 37.
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“tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yang di bawah semakin tertindas yang
di atas semakin bringas.**

Sebagai contoh adalah kasus Mbah Minah, seorang petani 55 tahun
dari dusun Sidoharjo Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten
Banyumas Jawa Tengah. Minah terpaksa harus berurusan dengan hukum
lantaran mencuri tiga buah biji kakao di kebun PT Rumpun Sari Antan (RSA)
4 di desanya. Karena tiga buah biji kakao senilai Rp. 2.100,00 tersebut, Mbah
Minah dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 1,5 bulan oleh Pengadilan
Negeri Purwokerto. Bandingkan dengan kasus mega skandal Bank Century
senilai Rp. 6,7 triliyun yang melibatkan para pejabat tinggi yang sudah
“divonis” secara politik oleh DPR, proses hukumnya berlarut-larut bahkan
saat ini mengalami stagnan.?

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa para penegak hukum
tidak mengindahkan asas equality before the law. Kadang penegak hukum
hanya melihat materi terhada;b Setiéb kasLJé perkara siavpétﬂyang berduit atau
mempunyai uang maka dialah yang akan menang.

Asas equality before the law merupakan asas yang fundamental dalam
penyelenggaraan negara hukum. Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah
hukum Islam. Dalam al-Qur’an yang merupakan salah satu sumber hukum

Islam menyebutkan tentang pentingnya asas equality before the law yang

2 Amrunsyah , “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implemetasi Hukum Pidana
di Indonesia)”, https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/, diakses
20 Maret 2019, pukul 10.00.

% Umar Sholehudin, Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum
(Malang: Setara Press, 2011), him. 6-8.



https://www.kompasiana.com/sunu_pradoto/54f5e076a33311726f8b4593/
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berarti persamaan di hadapan hukum atau non-diskriminasi yang output-nya
adalah keadilan, salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu:
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan

Selain QS al-Maidah juga dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 135 yaitu:
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lehl 12 f;uu,,j AT TS a3V 3T

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.?®

% Mardani, Hukum Islam Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), him 38-39.
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Kemudian Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits,
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Dari Aisyah Lgs A >, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Apakah

kamu akan mamberikan pertolongan untuk membebaskan (seseorang) dari
hukuman diantara hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah?”
Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah dan bersabda, “Wahai
manusia! Orang-orang sebelum kalian binasa karena jika orang terpandang
diantara mereka mencuri, maka membebaskannya dan jika ada orang lemah
diantara mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman kepadanya. Dan
demi Allah jika Fatimah binti Muhammad saw itu mencuri, maka akan aku
tetap memotong tangannya.?’

Dalam hadits lain menyatakan bahwa:

2
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“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu,

sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak

mengharap kecuranganmu. (HR. ad Daaruquthni)”.®

Menurut Umar Ibnu al-Khattab prinsip-prinsip penyelenggaraan

peradilan salah satunya adalah dudukkanlah para pihak pada posisi yang

2" |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, Darul Aqudah, t.k, 2003,
diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah Bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-
Kitab Syaikh Albani (Bekasi Timur: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2014), him. 605.

* Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”,
https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_musli
m.pdf, diakses 4 Oktober 2018, pukul 5.32.
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sejajar hal ini sesuai dengan asas equality before the law, bahwa berikanlah
perlindungan yang sama kepada para pihak pencari keadilan itu, baik
(mengenai kedudukan) dalam majelismu, dalam (pandangan) wajahmu,
maupun dalam putusan-putusanmu, sehingga orang bangsawan tidak dapat
menarik kamu kepada kecuranganmu (agar kamu memihak kepadanya) dan
orang yang lemah pun tidak akan berputus asa dari keadilanmu.?®

Persamaan dalam sejarah Islam juga ada pada masa khalifah Ali bin
Abi Thalib r.a yaitu ketika Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib mendapatkan
baju besinya di tangan seorang Nasrani, maka beliau mengajukan perkara
tersebut kepada Qadhi Syuraih. Setelah melakukan pembuktian Ali tidak
berhasil membuktikannya. Maka Ali kalah dan pergi, namun sebelum Ali
pergi jauh, orang Nasrani tersebut mengakui bahwa baju besi tersebut milik
Ali, dan orang Nasrani tersebut masuk Islam. Baju besi tersebut oleh Ali
diberikan kepada orang Nasrani sebagai hadiah.*

Dalam Islam kajién 'rr\1-e.ngen.a‘i asas e.q'ua.\.Iity'befo:ré'the law yang akan
penulis angkat masuk kedalam hukum pidana Islam (al-Ahkan al-Jinayah)
yang merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang
atau disebut dengan tindak pidana (jarimah) serta ancaman atau sanksi bagi
pelanggarnya (uqubah).*

Jika merujuk dalam UUD 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia

yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) menegaskan tentang asas equality before the law

2 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem
Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him.
XXi-xXii.

%0 Muhammad Ali al-Hasyimi, Keadilan & Persamaan..., him. 10.

¥ Mardani, Hukum Islam...., him. 15.
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yang berbunyi “Segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian di dalam pasal 28 D ayat (1)
menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum”. Selanjutnya didalam pasal 28 | ayat (2) menegaskan
bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu juga di dalam pasal 28 H ayat (2)
menegaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan”. 32

Selain diatur di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945, ketentuan
mengenai hukum pldana diatur lebih Ianjut dalam kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP). Bab mengenan tlndakan pldana yang diatur di dalam
KUHP dalam bab 11 tentang kejahatan.

Sementara pada faktanya penanganan hukum atas tindak pidana di
Indonesia seperti halnya kekuatan jaring laba-laba. la hanya mampu menjerat
kejahatan-kejahatan kecil namun tidak sanggup menyentuh kejahatan yang
berkekuatan besar. Seperti contohnya:

1. Kasus pencuri kapas seharga Rp. 4.000 (4 anggota keluarga ditahan di LP

Rowobelang) dan para terdakwa dipidana penjara 24 hari.

32 YUD 1945.
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2. Kasus pencurian satu buah semangka (di Kediri), Cholil dan Basar
Suyanto dipidana 15 hari percobaan 1 bulan.

3. Kasus Pak Klijo Sumarto (76) tersangka pencurian setandan pisang klithuk
mentah seharga Rp. 2.000 di Sleman: 7 Desember 2009 (mendekam di LP
Cebongan Sleman).

4. Kasus pencurian sepasang sandal jepit milik anggota Polisi yang dilakukan
oleh AAL (15 tahun) yang tetap dinyatakan bersalah meskipun yang
dimaksud terbukti bukan milik anggota polisi yang dimaksud.

Contoh-contoh di atas merupakan contoh kecil yang menunjukkan
lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Bandingkan
dengan kasus kasus di Jawa Tengah, empat bekas anggota DPRD dan aparat
pemerintah kota Semarang tahun 2004 sebesar Rp. 2,16 miliyar divonis bebas.

Mereka bebas dari sanksi hukum setelah Mahkamah Agung (MA)

mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali mereka. MA menyatakan

keempat terpidana itu tidak \fr.\eylakllj“kan tvihdérkl;bid'éna.é""F.enomena tersebut
pada akhirnya membentuk sebuah persepsi di masyarakat yaitu mahalnya
keadilan bagi rakyat kecil. Selain itu juga memperkuat anggapan bahwa
hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah, masyarakat miskin semakin
tertindas, penguasa semakin berjaya. Hukum yang sekarang berlaku mudah
diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakkan

hukum bukanlah keadilan tetapi undang-undang.®

¥ Muhammad Taufig, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrsi Hukum
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), him. 5-8.

* Umar Sholehudin, Hukum & Keadilan Masyarakat..., him. 8.

¥ Muhammad Taufig, Keadilan Substansial Memangkas..., him. 8.
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Maka dari itu, atas ketidaksesuaian antara apa yang ada di dalam
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan apa yang
diterapkan di Indonesia, selain itu juga di dalam hukum Islam, mengenai asas
equality before the law tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul
Implementasi asas equalitu before the law dalam perspektif hukum Islam dan
konstitusi Indonesia. Dengan lebih menspesifikasikan pada Implementasi

hukum pidana di Indonesia.

. Rumusan Masalah

Untuk menspesifikasi fokus penelitian ini maka penulis membatasi
pada pokok bahasan hukum Islam dan konstitusi Indonesia dalam hal ini
tentang asas equality before the law. Berdasarkan latar belakang masalah yang
sudah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalaha:

1. Bagaimana asas equality before the law dilihat dalam perspektif hukum
Islam dan konstitusi Indqnesia? -

2. Bagaimana perbandingén ésas equality beforé the iaW dalam perspektif
hukum Islam dengan asas equality before the law dalam perspektif
konstitusi Indonesia?

3. Bagaimana Implementasi asas equality before the law dalam hukum
pidana di Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan

konstitusi Indonesia?
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. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui asas equality before the law dalam perspektif hukum
Islam dan konstitusi Indonesia.

2. Untuk mengetahui perbandingan asas equality before the law dalam
perspektif hukum Islam dengan asas equality before the law dalam
perspektif konstitusi Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas equality before the law
dalam hukum pidana di Indonesia menurut hukum Islam dan konstitusi
Indonesia.

. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberi konstribusi kepada para penggiat, akademisi,
peneliti, mahasiswa, dan siapa saja tentang asas equality before the law
dalam perspektif hqum 'I;Iém déh konstifﬁsf.‘Ind'c:)nes:ia‘;

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi hakim dalam menegakkan hukum,
karena asas equality before the law merupakan salah satu asas di dalam
negara hukum yang harus ada, selain itu juga karena merupakan asas yang
penting demi terciptanya keadilan bagi setiap orang.

. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan
dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan,

diantaranya:
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1. Asas
Menurut Satjipto Raharjo asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi
tumpuan berpikir atau berpendapat), atau dapat juga diartikan sebagai
hukum dasar.*
2. Equality Before the Law
Asas equality before the law merupakan asas persamaan di
hadapan hukum yang dikenal dalam konsep negara hukum.® Namun,
dalam hal ini penulis menspesifikasi kedalam persamaan dalam hukum
pidana.
3. Hukum Islam
Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu
Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang
diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.*®
4. Konstitusi Indonesia
Konstitusi mérupa;kah ikétan idéalrbgly;i's‘z'a:ntaré S/Iang berkuasa dan
yang dikuasai (rakyat). Konstitusi juga merupakan pokok-pokok
pandangan, pendirian, prinsip konseptual mengenai pengeloalan
kehidupan bernegara. Baik tertulis (written constitution) atau tidak tertulis
(unwrittenconstitution). Terlepas dari perbedaan konstitusi, penulis lebih

mengarahkan konstitusi sebagai written constitution atau Undang-Undang

% Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), him. 47.

¥ https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56¢f069398/prof-ramly-dan-iequality-
before-the-law-i, diakses 20 Maret 2019, pukul 10:58.

% Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 6.



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i
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Dasar.* Undang-Undang Dasar yang dimaksud adalah UUD 1945 yang
merupakan konstitusi Indonesia.
5. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai
pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran
dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan
penderitaan atau siksaaan bagi yang bersangkutan. *© Namun, dalam
pembahasan skripsi ini penulis membatasi pada kasus-kasus yang terjadi

ketimpangan dalam penindakan kasusnya.

F. Telaah Pustaka
Kajian akademik mengenai asas equality before the law sudah banyak
yang menuliskan. Namun fokus penelitian asas equality before the law dalam
kajian hukum Islam dan konstitusi Indonesia masih sangat jarang dijumpai.
Berdasarkan pengamatan dan- pene.lusuran.kep‘ust_akaan,(Iibrary reaserch)
yang dilakukan oleh penﬁlfs, ferdapat beberapav feori sébégai titik tolok (the
turning point) dan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan
penelitian yang penulis lakukan.
1. Teori Pendukung Penelitian
Dalam kajian secara teoritis, dalam kaitannya dengan hukum Islam
penulis selain mengkaji asas equality before the law yang terdapat di

dalam al-Qur’an yaitu diantaranya al-qur’an surat al-Maidah ayat 8 dan

39 . . . .
Mirza Nasution, “Negara dan Konstitusi”,

http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf, diakses 20 Maret 2019, pukul 11:06.
“0 http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20I1.pdf, diakses 20 Maret 2019, pukul 11:11.



http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf
http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf
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surat an-Nisa ayat 135 serta yang lainnya yang pada intinya menegaskah
ketidakbolehan untuk mendiskriminasi, dan mengajarkan untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan. Dimana konsep tersebut di
dalamnya ada makna asas equality before the law yang output-nya adalah
keadilan. Penulis juga mengkaitkan dengan hadis nabi muhammad saw*!
yang mengajarkan untuk tidak membeda-mbedakan orang.

Dalam kaitannya dengan hukum positif, asas equality before the
law merupakan salah satu asas negara hukum yang merupakan asas yang
wajib ada di dalam negara hukum, karena dengan asas ini semua orang
sama di hadapan hukum (persamaan di hadapan hukum). Adanya
persamaan tersebut sudah dijamin di dalam UUD 1945 diantaranya pasal
27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 | ayat (2), dan 28 H ayat (2).*

2. Hasil Penelitian Terdahulu
a. Skripsi oleh Marusaha.munthe
Penelitian yan'giﬂdilakﬁkan oIeH séudé:ra Mérusaha.munthe dari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, Pelaksanaan Asas
Equality Before the Law dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman. Fokus dari penelitian

tersebut adalah perwujudan dari asas equality before tle law dalam

* Dapat dilihat di halaman 11-12.
%2 Dapat dilihat di halaman 13-14.
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undang-undang yang diimplementasikan di Pengadilan Negeri
Seleman.”
b. Skripsi oleh Akbar Tenri Tetta Panarang
Penelitian yang dilakukan oleh saudara Akbar Tenri Tetta
Panarang dari Universits Hasanudin Makasar dengan judul, Penerapan
Asas Equality Before the Law dalam Penyidikan Tindak Pidana
Korupsi. Fokus penelitian tersebut adalah penerapan dari asas equality
before the law dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.**
c. Skripsi oleh Muhammad Ishar Helmi
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ishar Helmi dari
UIN Syarif Hidayatullah dengan judul, Penerapan Asas “Equality
Before the Law” dalam Sistem Peradilan Militer. Fokus penelitian
tersebut adalah penerapan dari asas equality before the law namun
hanya pada peradilan militer.*®
Dari kajian menge‘na\i‘:a’sas‘équality“t;éfbré':the: Iéw yang telah ada
penulis belum menemukan kajian mengenai asas equality before the law yang
khusus mengenai hukum Islam dan konstitusi Indonesia yang lebih spesifik
pada hukum pidana. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tersebut.

* Marusaha.Munthe, “Pelaksanaan Asas Equality Before the Law dalam Proses
Penyelesaian Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Seleman”, https://e-
journal.uajy.ac.id.pdf, diakses tanggal 27 Mei 201, 8 pukul 16.52

* Akbar Tenri Tetta Panarang, “Penerapan Asas Equality Before the Law dalam
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”, https://repository.unhas.ac.id, diakses tanggal 27 Mei 2018,
pukul 17.02.

** Muhammad Ishar Helmi, “Penerapan Asas “Equality Before the Law” dalam Sistem
Peradilan Militer”, https://media.neliti.com, diakses tanggal 27 Mei 2018, pukul 17.09.
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G. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian pustaka
(Library Research) sehingga mutlak mengambil dan mempelajari buku-
buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum
primer.*® Maka dari itu penelitian ini mempunyai ciri-ciri menggunakan
buku-buku, kitab-kitab, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang terkait
dengan objek penelitian.
Untuk memperkuat data penelitian, penulis juga menggunakan
tambahan data berupa wawancara kepada hakim selaku penegak keadilan.
2. Pendekatan
Penelitian ini bersifat Analisis- Komparatlf yaltu menguraikan dan
menelaah data-sata “yang’ terkumpul sesual dengan judul penelitian
kemudian membandingkan®’ dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi

Indonesia.

% Ngafifatur Rohmah, Daya Paksa (Overmacht) Menurut Pasal 48 KUHP dan Hukum
Pldana Islam (Purwokerto:Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2012), him. 17.
Dalihan Natolo, “Analisis Komparatif”,
https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS KOMPARATIF, diakses 25 Juni 2019, pukul
20.25.



https://www.academia.edu/14926211/ANALISIS_KOMPARATIF
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3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka
(Library Research) maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat
primer dan bersifat sekunder yang relevan dengan pembahasan yang dikaji.

Maka dari itu untuk mendukung penelitian ini penulis
menggunakan tiga bahan primer atau utama yaitu dari al-Qur’an, al-Hadits,
dan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bagaimana
seharusnya manusia menegakkan hukum sesuai dengan asas equality
before the law. Selain dari sumber primer, ada juga buku pendukung
lainnya yaitu buku-buku, jurnal, essay, peraturan perundang-undangan
maupun peraturan lain yang berkaitan dengan objek penelitian dan juga
wawancara hakim sebagai sumber tersier. Dari sumber-sumber tersebut
penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang konsep equality before
the law jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia
khususnya mengenai implxé.mentés‘i hukurﬁ piéiané di Ihdonesia.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis penulis menggunakan analisis isi
(content analysis), yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan
makna dari data secara objektif dan sistematis. Metode analisis isi
merupakan teknik yang digunakan untuk menelaah perilaku manusia
secara tidak langsung melalui analisis terhadap komunikasi mereka
diantaranta: teks, buku, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar

iklan dan semua jenis komunikasi yang dapat digunakan untuk analisis.
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Analisis isi digunakan sebagai alat penelitian yang memfokuskan pada
konten-konten aktual dan fitur internal media. Upaya ini digunakan untuk
menentukan keberadaan kata-kata tertentu, konsep, tema, frase, karakter,
atau kalimat dalam teks-teks atau serangkaian teks. Teks dapat
didefinisikan secara luas sebagai buku, bab buku, esai, wawancara,
diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, dokumen sejarah, pidato,

percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.*®

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami
penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari delapan pembahasan
yaitu: (1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya
masalah yang akan diteliti. (2) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan
terhadap apa yang terkandung-dalam latar b.elakang, masalah dan merupakan
penegasan fokus penelitian.. (35 Tujuan penelitian; yakniv uﬁtuk apa penelitian
ini dilaksanakan. (4) Manfaat penelitian, yaitu manfaat apa yang akan di
timbulkan dari penelitian ini. (5) Penegasan istilah, yang merupakan
penegasan terhadap istilah yang akan digunakan didalam penelitian ini agar
pembahasannya tidak meluas da lebih fokus. (6) Telaah pustaka, berisi tentang
penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan
dengan objek penelitian. (7) Metode penelitian, merupakan langkah-langkah

yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema

“8 http://repository.upi.edu/8520/4/t_bind 0909635 chapter3.pdf.



http://repository.upi.edu/8520/4/t_bind_0909635_chapter3.pdf
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dalam menganalisis data. (8) Sistematika penulisan, adalah akhir dari bab
pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mendasari skripsi ini pada bab kedua akan dipaparkan landasan
teori tentang asas equality before the law yang akan dijabarkan dalam tiga
sub-bab pembahasan yaitu: (1) Asas equality before the law dalam perspektif
hukum Islam. (2) Asas equality before the law dalam perspektif konstitusi
Indonesia. (3) Perbandingan asas equality before the law dalam perspektif
hukum Islam dengan asas equality before the law dalam perspektif konstitusi
Indonsia.

Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan
pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan kedalam dua sub-bab
pembahasan vyaitu: (1) Hasil penelitian, yang merupakan temuan penulis
terhadap penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan asas equality before the
law. (2) Pembahasan yang merupakan analisis hasil penelitian, yang akan
dijabarkan dalam tiga sub s‘u'l:\)-bab p.e‘mbahasén S./aittj:: (a) Asas equality before
the law dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. (b)
Perbandingan asas equality before the law dalam perspektif hukum Islam
dengan asas equality before the law dalam perspektif konstitusi Indonesia. ()
Implementasi asas equality before the law dalam hukum pidana di Indonesia
jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia

Selanjutnya bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari
simpulan, dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.



26

Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari

penelitian ini yang bermanfaat bagi penegakkan hukum di Indonesia.



BAB |1
ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM DAN KONSTITUSI INDONESIA

A. Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.
Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw mengajarkan
kepercayaan tentang tauhid yaitu kepercayaan kepada Allah yang merupakan
Tuhan yang Maha Esa.' Ada dua hal yang membedakan antara agama Islam
dengan agama lainnya, yaitu Islam mengajarkan tentang tauhid, sedangkan
agama yang lain mengajarkan agidah non tauhid. Kemudian dalam Islam ada
Syariah yang merupakan pedoman sebagai tatanan hidup dan cara beribadah
umat manusia, sedangkan_agama yang Iain‘t_i'dak memi]iki hal tersebut.?

Syariah dalam Islam tujuannya adalah untuk melindungi kemaslahatan

hidup manusia, sesuai dengan pengertian syariah dalam Islam yaitu:
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Syariah merupakan tatanan yang ditetapkan Allah atau ditetapkan dasar-
dasarnya saja guna menjadi pedoman bagi umat manusia di dalam
berkomunikasi diantaranya dengan tuhan, dengan sesama muslim, dengan

! Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang disembah tidak ada tuhan selainnya, kepada-

NYA tempat untuk meminta segala sesuatu, Allah merupakan tuhan yang tidak mempunyai anak

dan tidak pula diperanakkan, dan tidak pula ada yang menyamainya. Mukti Arto, Penemuan

Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra petita & Ex

Officio 2Hakim Secara Proporsional” (buku kedua) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) , him. 1-2.
Ibid.,
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sesama umat manusia, dengan alam semesta, dan dengan kehidupannya
3
sendiri.

Syariah Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad
saw merupakan hukum yang sudah ditetapkan secara rinci ataupun masih pada
pokok-pokoknya saja. Disinilah tugas dari para mujtahidin untuk menggali
hukum sebagai panduan dalam kehidupan manusia sehari-hari.*

Hukum Islam yang merupakan hukum dari ilahi atau yang di percaya
oleh umat Islam sebagai sang pencipta kehidupan yang ada di dunia dan di
akhirat (tuhan) menurut Ahmad Rafig yang dikutip oleh Baharudin Ahmad
dan Illy Yanti adalah aturan-aturan yang diambil dari wahyu illahi yang
kemudian dirumuskan menjadi produk hukum berupa figh, fatwa, putusan
pengadilan ataupun juga undang-undang yang dijadikan pedoman bagi umat
Islam di Indonesia.” _

Amir Syarifuddin rﬁemberi penge‘rti‘é‘t‘h béhWa Hukum Islam merupakan
“sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul
Muhammad saw, tentang perilaku mukalaf yang telah diakui dan juga diyakini
serta mengikat bagi manusia yang beragama Islam”. Kemudian T.M. Hasbi
Ash-Shiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan usaha dari para
ahli hukum dengan tujuan menerapkan syari’at Islam untuk kebutuhan hidup
manusia.’

Senada dengan pendapat-pendapat di atas menurut Mardani Hukum

Islam merupakan sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan

¥ Ibid., him. Xix.

“ Ibid., hm. Xxiii.

> Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi...., him. 6.
® Ibid., him. 5.
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juga sunnah Rasul yang mencakup mengenai tingklah laku manusia mukalaf
yang diyakini dan diakui berlaku juga mengikat bagi seluruh umat beragama
Islam.’

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan
hukum yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Maka dari itu
sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah atau Hadis.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sumber hukum Islam yang lainnya
yang merupakan turunan atau penjabaran atau juga penjelasan dari al-Qur’an
dan Hadis yaitu ijtihad®, Ijma’®, Qiyas'®, Pendapat para Sahabat™, dan Tradisi
(adat)*,

Hukum Islam sendiri di Indonesia berlaku sejak zaman kerajaan Islam
ada di Indonesia, bahkan pada waktu itu menjadi sumber utama bagi hukum di

Indonesia. Walaupun Indonesia bukan sébagai negara Islam namun mayoritas

" Hukum Islam mencakup adanya syariat dan figh, karena kedua hal tersebut terkandung di
dalam hukum islam. Mardani, Hukum Islam Pengantar..., him. 14.

8 ljtihad merupakan suatu penemuan hukum atau penggalian hukum dari al-Qur’an dan
hadis atau dengan kata lain mengistinbathkan hukum syar’i dari dalil-dalil yang telah diakui oleh
syara. lbid., him. 142.

° Ijma’ dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam karena ijma’merupakan
kesepakatan para ulama atau semua mujtahidin setelah wafatnya nabi muhammad saw. Ibid., him.
148.

19 Qiyas adalah penyamaan kasus yang tidak ada dalilnya di dalam nash dengan kasus yang
ada dalilnya di dalam nash. Ibid., him. 151.

1 pendapat para sahabat digunakan sebagai salah satu sumber hukum Islam karena para
sahabat yang jauh lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang dimaksud oleh Rasullullah, yang
mungkin tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Selain dari pendapat sahabat juga ada pendapat dari
tabi’i dan tabi’itab’iin. Lihat: E. Khairul, “Kajian Teortis Sumber Hukum Islam”,
https://repository.uinsu.ac.id, diakses 15 Februari 2019, pukul 09:53.

2 Tradisi atau adat kebiasaan dapat digunakan sebagai salah satu hukum sesuai dengan
kaidah figh bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Dengan catatan bahwa
tidak bertentangan dengan hukum syariat islam. 1bid.,
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masyarakatnya adalah Islam dan tidak dapat di pungkiri bahwa hukum Islam

berlaku di Indonesia.*®

Jika dilihat dari sejarah perumusan dasar negara Indonesia, para
pemimpin yang ada pada masa itu berusaha mendudukkan Islam di dalam
negara Indonesia sebagai pondasi negara. Walaupun berhasil dengan adanya
piagam Jakarta dengan kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluknya”, namun mengingat masyarakat Indonesia
tidak semuanya beragama Islam maka digantikan dengan kata “Ketuhanan
Yang Maha Esa”.

Ketentuan mengenai “Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut
Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Baharuddin Ahmad ada beberapa hal
diantarannya:

1. Dalam berjalannya k\éhidupva'n beregéral,'di Indonesia tidak boleh ada yang
bertentangan dengan kaidah hukum Islam bagi umat Islam, kaidah hukum
Kristen bagi umat Kristen, kaidah hukum Hindu bagi umat Hindu, kaidan
hukum Budha bagi umat Budha, dan kaidah hukum Katolik bagi umat
Katolik. Yang berarti bahwa tidak boleh ada norma yang bertentangan
dengan hukum agama di Indonesia.

2. Dalam menjalankan syariat hukum bagi agama masing-masing perlu
keterlibatan negara untuk ikut serta dalam menjalankannya. Misalnya

dalam hukum Islam mengenai jinayah, zakat, wakaf, perkawinan, dan

13 Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi..., him. 81-82.
14 H
Ibid., 82.



31

sebagainya diperlukan adanya badan peradilan untuk menjalankan hal
tersebut.
3. Selain dari hukum yang negara ikut serta, ada juga yang negara tidak
campur tangan yaitu mengenai ibadah.™
Dari sejarah adanya Hukum Islam di Indonesia tersebut dapat dilihat
bahwa adanya Hukum Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat
Indonesia. Bahkan lebih dari itu Hukum Islam merupakan sumber bagi
Hukum Nasional.*®
Hukum Islam yang diturunkan dengan tujuan sebagai pedoman bagi
manusia terutama yang beragama Islam untuk dapat menata hidupnya. Hukum
Islam sendiri memiliki ruang lingkup cakupan di dalamnya yaitu dalam bidang
hubungan antar sesama manusia maupun dengan kehidupannya sendiri
ataupun juga hubunganidengan’sang penéipta. 7.
Lebih spesifik para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam

menjadi dua vyaitu Ahkam al-‘lbadah ® dan Ahkam al-Mu’amalah. *°

' 1bid., 83-85.

1° Dapat dibuktikan dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006, Inpres No. 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan yang lainnya. ibid.,

7 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan..., him. 15.

8 Ahkam al-‘Ibadah merupakan hukum yang mengatur korelasi antara manusia dengan
Tuhannya, yang dibagi menjadi ibadah mahdah dan gairu mahdah. 1badah mahdah adalah ibadah
yang telah ditentukan dalam nash, seperti shalat, shaum, zakat, haji, nadzar, sumpah. Sedangkah
gairu mahdah semua bentuk pengabdian kepada Allah yang memberikan manfaat kepada manusia
kepada umumnya. Baharudin Ahmad dan Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi...., him. 12.

Y8 Apkam al-Mu’amalah adalah hukum tentang hubungan antar manusia yang terdiri dari,
ahkam al-ahwal al-syakhsyiyyah (hukum orang dan keluarga), Ahkam al-madaniyah (hukum
benda), ahkam al-junayat (hukum pidana islam), Ahkam al-gadla wa al-murafa’at (hukum acara),
Ahkam al-dusturiyah (hukum tata negara dan perundang-undangan), Ahkam al-dauliyah (hukum
internasional), Ahkam al-igtisadiyah wa al-maliyah (hukum perekonomian dan moneter). Ibid.,
him. 12-13.
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Pembahasan mengenai asas equality before the law dalam hukum Islam masuk
ke dalam ruang lingkup Ahkam al-Mu’amalah yang lebih spesifik ke dalam
pembahasan Ahkam al-Jinayah yang kemudian dalam proses peradilannya
masuk juga ke dalam Ahkam al-gada wa al-murafa’at*

Hukum Islam telah mengatur berbagai hal mengenai kehidupan
manusia terutama hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
Dalam pembahasan skripsi ini yaitu tentang hukum pidana Islam atau Ahkam
al-Jinayah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai
kriminalitas. Tindakan kriminal dalam Islam dinamakan dengan jarimah,
maka objek dari pembahasan dalam Ahkam al-Jinayah adalah tindakan atau
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu yang
merupakan tindakan yang mengganggu, merugikan, serta membahayakan
kepentingan umum.iiAdé- :dua hal dalarh’- Af;kam ai-ﬁﬁayab yang merupakan
hal yang sangat fundamental yaitu kejahatan dan sanksi. Sanksi digunakan
agar seseorang meninggalkan perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.?

Asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum
merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum Islam lebih spesifik
dalam hukum pidana Islam. Menurut Hariyanto salah satu prinsip di dalam

Islam adalah persamaan manusia, yang mana manusia sama dihadapan Allah,

2 Aphkam al-gada wa al-murafa’at merupakan hukum acara yang berkaiatan dengan acara
peradilan (hukum formil), seperti aturan yang berkaitan dengan alat bukti, saksi, sumpah, yang
berkaitan dengan pelaksanaan hukumannya, dan lain-lain. Ibid.,

2! Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Mahameru Press,
2017), him. 127-128.
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tidak ada satu pun golongan, suku, ataupun ras yang lebih unggul dari yang
lainya, karena semua manusia hakikatnya berasal dari leluhur yang sama.?

Lebih lanjut Hariyanto menjelaskan bahwa persamaan merupakan hal
yang sangat fundamental di dalam ajaran Islam. Menurutnya diskriminasi
merupakan hal yang sangat kronis yang harus dihilangkan. Persamaan di
dalam Islam sendiri juga terdapat di dalam pelaksanaan ibadah seperti dalam
shalat semua orang berbaris lurus sama, ketika haji semua orang sama
memakai pakaian yang tak berjahit. Dan dalam perkara pidana nyawa dibalas
dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, dan setiap melukai ada
hukumannya.?

Asas equality before the law merupakan asas yang penting di dalam
penyelenggaraan peradilan. Arti dari asas tersebut adalah semua orang yang
berperkara di dalam-.per\s-idangan sama Hak‘_idankedudljkannya. Asas equality
before the law dalam kajian fikih dinamankan a/-musawah. Asas ini
menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan kedudukan ataupun perilaku
terhadap pihak berperkara baik berupa diskriminatif secara normatoif maupun
kategoris dari hakim atau dari pejabat pengadilan lainnya.*

Asas equality before the law dapat dimaknai sebagai persamaan hak
para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga
keadilan berdasarkan hukum materiil yang sama. Kemudian persamaan hak

para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan

%2 1bid., him. 49.
% bid., him. 50.
 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan..., him. 303.
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di hadapan hakim dan pengadilan berdasarkan hukum formil.*® Dengan
demikian adanya asas equality before the law menegakkan hak asasi setiap
orang yang berperkara di pengadilan. Dapat dilihat bahwa asas equality before
the law mengeluarkan suatu produk yang dinamakan keadilan.

Dalam al-qur’an yang merupakan sumber utama dari hukum Islam
banyak ayatnya yang menegaskan tentang asas equality before the law yang
kemudian menghasilkan output yaitu keadilan, diantaranya adalah:

1. An-Nisaayat 1

A

‘-é«;}ﬂw&ﬁ-bﬁwbwﬂ’ Al 13555 1,80 T gl
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“Hai sekalian manusia, ~ bertakwalah "Kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menciptakan semua
manusia pada hakikatnya adalah sama yaitu semuanya diciptakan dari hal

yang sama i _,.w dan tidak ada yang membedakan antar manusia yang

satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menegakkan

asas equality before the law dalam memutus perkara.

2 |bid., him. 304.
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2. Al-Hujarat ayat 13

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal”.

3. Ar-Rum ayat 22
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan
bumi dan berlainzlainan bahasamu.dan‘Warna kulitmu. Sesungguhnya pada
yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui”.

Dari ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memang menciptakan
manusia baik itu dari perempuan maupun laki-laki yang kesemuanya
terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Selain itu bahkan perbedaan
warna kulitpun merupakan ciptaan Allah. Tidak ada yang membedakannya
di dunia kecuali ketagwaannya.?® Jadi dapat dilihat dengan jelas bahwa
adanya persamaan bagi setiap orang tidak ada pembedaan, tidak ada

diskriminasi kepada seorang, sekelompok, ataupun segolongan manusia

untuk mencari keadilan di muka persidangan. Hakim ataupun pejabat

%6 Yang mengetahui ketakwaan seseorang di dunia ini hanyalah Allah semata, manusia
tidak ada yang mengetahuinya sama sekali.
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pengadilan tidak boleh membedakan atau mendiskriminasi para pencari
keadilan karena memang semua orang yang ada itu ciptaan Allah yang
sama dan sederajat sesuai dengan ayat 13 surat al-Hujarat tersebut.

4. Al-Hujarat ayat 11
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih
baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan
janganlah suka mencela dirimu sendiri,. dan.jangan memanggil dengan
gelaran yang mengandung. ejekan..” Seburuk-buruk panggilan adalah
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Allah menegaskan bahwa tidak boleh merendahkan atau juga
mendiskriminasi salah satu pihak baik perorangan ataupun golongan. Ini juga
berlaku ketika seorang hakim memutus perkara di pengadilan. Tidak
diperbolehkan adanya pembedaan terhdap para pihak tanpa terkecuali. Hakim
dan pegawai pengadilan harus menerapkan asas equality before the law agar
dapat mewujudkan keadilan di dalam pengadilan.

Asas equality before the law mengeluarkan output yaitu keadilan, yang

mana keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting didalam hukum. Adil

atau keadilan merupakan salah satu sifat Allah dalam asma al-husna yaitu Jas
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pemberian bentuk keadilan dalam pewujudan asas equality before the law
dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1. Memberikan pelayanan yang sama terhadap para pihak tanpa adanya
diskriminasi
2. Memberikan keseimbangan kepada para pihak
3. Mewujudkan keseimbangan antara kontribusi dan distribusi
4. Membrikan hak-hak para pihak sesuai dengan apa yang seharusnya
diberikan
5. Melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang kuat
6. Menghukum orang yang salah atas kesalahannya terhadap korban.?’
Asas equality before the law sangat erat berkaitan dengan keadilan,
seperti dalam tulisan Abu Qasim al-Amadi yang dikutip oleh Masdar Farid

Masudi bahwa:
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“Keadilan merupakan konsep yang mencakup semua orang, atau komunitas,
tanpa dipengaruhi adanya rasa subjektif suka atau tidak suka. Atau keturunan,

status sosial kaya atau miskun, yang kuat yang lemah, yang pada intinya

mengukur manusia dengan ukuran yang sama sebagai manusia, hamba Allah

dan ciptaannya”.?®

" Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan..., him. 52.
28 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Hukum Islam, (Jakarta
Selatan: P3M, 2012), him. 89.
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Maka dari itu dapat dilihat bahwa unsur utama dari keadilan adalah
kesetaraan, adanya kesetaraan menghasilkan keadilan, perbedaan ras, suku,
agama, budaya, kepercayaan, warna kulit, status sosial tidak boleh menjadi
dasar untuk berbuat tidak adil atau mendiskriminasi salah satu pihak.

Dalam al-Qur’an dapat ditemukan banyak ayat yang menerangkan
mengenai keadilan diantaranya adalah dalam ayat-ayat berikut ini:

1. QS An-Nisa ayat 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah_memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah’ Maha Mendéngar lagiiMaha Melihat”.

2. QS An-Nisaa ayat 135
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”.
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3. QS Al-Maidah ayat 8
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

. QS Al-Maidah ayat 42
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“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang
kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu)
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari
mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun.
Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara
itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang adil”.

. Al-An’am ayat 152
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2 Zoas

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang
lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran
dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata,
maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu
agar kamu ingat”.

. Al-A’raf ayat 29

2 857 ,- 2 - A s s s £ - . JE _ 2
O}CJ‘)W#W@}?—) ‘)"'&‘?‘3 ML: d)/"ub

=8

@d})ﬁ)r{;\;wd-ﬂ j\]\f/maiﬁ-

-

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh  menjalankan keadilan”. Dan
(katakanlah): "Luruskanlah muka_(diri)mu_di_setiap sembahyang dan
sembahlah  Allah\ dengan |_mengikhlaskan | ketaatanmu kepada-Nya.
Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian
pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".

. An-Nahl ayat 90

-
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
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As-Syura ayat 15

"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai
mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu
mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu.
Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan
bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan
kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali
(kita)".

Al-Ahqgaf ayat 19
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“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka
kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Al-Hujarat ayat 9
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
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Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan
hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang berlaku adil”.

11. Al-Hadiid ayat 25
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab
dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan
Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)
dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul -
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat
lagi Maha Perkasa”.

12. Al-Mumtahanah- ayat 8
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“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula)

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berlaku adil”.

Jika melihat dari ayat-ayat tersebut dapat dilihat bahwa asas equality

before the law yang nantinya akan mewujudkan keadilan sangatlah penting

ketika diterapkan di dalam peradilan dengan tujuan untuk memutus perkara

yang di ajukan ke pengadilan. Pengadilan merupakan tempat orang untuk

mencari keadilan. Dengan diterapkan asas equality before the law maka
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keadilan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam Islam sendiri sudah di
terangkan betapa pentingnya seorang hakim untuk memutus perkara dengan
didasarkan pada keadilan.

Selain di dalam al-Qur’an konsep asas equality before the law juga
ditemukan di dalam hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-
Qur’an. yaitu di dalam sebuah hadis populer yang berbunyi:
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari
Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa
kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan
mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan
hal ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?" Maka mereka
mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah,
seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam." Sesaat
kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi
Syafa‘at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian
beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia,
hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika
orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak
menghukum), sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka

%% Imam Abu Zakariya Yahya, Sahih Muslim Juz 11, (Libanon: Darul Fikri, 2000), him. 159.
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mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah
binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong
tangannya.” Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, "Hanyasanya yang
menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian”.*

Selanjutnya dalam hadis yang berbunyi:
L L U B e Sl i 0 0 U
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“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu,
sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak
mengharap kecuranganmu. (HR. ad Daaruquthni)”.®

Dalam hadis lain disebutkan bahwa:
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“Pada dasarnya Manusia makhluk yang sederajat atau setara seperti gigi-gigi
pada sisir. Tidak ada yang membedakan antara manusia dari Arab dan
manusia dari selain Arab kecuall karena kualltas ketakwaannya” 32

Kemudian hadlts yang berbunyl
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% |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, Darul Aqudah, t.k, 2003,
diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah Bulughul Maram..., him. 605.
! Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”,
https://d1.islamhouse.com>data>chain, diakses 4 Oktober 2018, pukul 5:32.
5 Musdah Mulita, “Prinsip kesetaraan manusia”
http://www.mujahidahmuslimah.com/home/dok/kesetaraanmanusia.pdf, diakses 15 Februari 2019,
pukul 9:53.
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Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah
menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak
'‘Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah,
saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara
kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya
dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang
satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti,
merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk
dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah
dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim.
Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya. hartanya, dan
kehormatannya.” Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin
Amru bin Sarh Telahimenceritakan Kepada” kami Ibnu Wahab dari Usamah
yaitu lbnu Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin
Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadits
yang serupa dengan Hadits Daud, dengan sedikit penambahan dan
pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak
melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati
kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).®
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“Hai manusia, sesungguhnya tuhan kalian satu (4), bapak kalian satu (Adam);
ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam; tidak ada
kelebihan bagi orang ajam atas orang arab; tidak juga bagi orang kulit
berwarna hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa (HR Ahmad)”.3*

]

% Imam Abu Zakariya Yahya, Sahih Muslim Juz 13, (Libanon: Darul Fikri, 2000), him. 103.
% Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945..., him. 91.
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“Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan agung telah membuang jauh
keangkuha jahiliah dan kesombongan atas dasar keturunan (darah)... semua
kalian adalah keturunan adam, dan Adam dari tanah (HR Turmudzi, Abu
Daud, Imam Ahmad)”.®
Betapa pentingnya asas equality before the law pun diterangkan di
dalam hadis-hadis di atas. Yang dilihat ketika memutus perkara di pengadilan
bukanlah derajat pangkat atau yang berduit dan yang tidak. Namun dilihat
perkaranya benar atau tidaknya. Allah pun tidak melihat tubuh, muka, derajat
karena allah menyamakan semua manusia kecuali ketakwaannya. Nabi
Muhammad saw pun tidak membeda-bedakan putrinya dengan yang lainnya.
hal ini mengindikasikan betapa pentingnya asas equality before the law demi
mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam hadis lain juga
terdapat adanya larangan untuk membedak-mebedakan orang atau
mendiskriminasi yaitu:
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"Pada Suatu hari terdapat seekor anjing sedang berputar-putar di sekitaran
sumur. Anjing itu kelihatan sangat kehausan dan bahkan hampir mati. Saat itu
ada seorang PSK dari kaum Bani Israil melihat anjing kehausan itu.
Kemudian PSK tersebut mencopot sepatunya untuk mengambil air dari sumur.
Lalu, ia pun memberikan anjing tersebut minum. Sebab perbuatan ini, Allah
SWT mengampuni seluruh dosa-dosa sang PSK tadi.”(HR. Imam
Bukhari)”.*

% pid.,
% Ibid.,
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Hadis ini penulis gunakan sebagai salah satu teori pendukung dalam
skripsi ini karena betapa pentingnya asas equality tersebut. Yaitu larangan
untuk mendiskriminasi orang. Bahkan seorang PSK yang dapat dikatakan
“hina” pun dapat diampuni oleh Allah. Maka dari itu dapat dikatakan asas
equality before the law sangatlah penting dalam penegakkan keadilan di meja
hijau.

Selain dari hadis asas equality befor the law juga di dalam pendapat
Khalifah Umar bin Khattab yang termaktub didalam risalah gada yaitu yang

berbunyi:

8, Bl 3 Bl 3 A
“Berikanlah pelayanan yang sama baik itu dalam majelismu, dalam hadapan
wajahmu, dan juda di dalam putusanmu”.*"

Dalam penegékkan asaé equalityll“b‘efdre the law, negara sebagai
pelindung harus mampu menegakkan keadilan dan harus dapat menempatkan
pihak yang lemah sebagai prioritas dalam agenda penegakkan hukumnya.
Sehingga keadilan sebagai kesetaraan dan keseimbangan akan terwujud.

Dalam hal ini Masdar Farid Masudi yang mengutip Imam Mawardi dalam

sabda Rasulullah saw dalam riwayat Umar Bin Khattab, yaitu:
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“Negara adalah payung Allah di muka bumi, dimana merupakan tempat
berlindung rakyat yang terdzalimi (mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi
atau juga dirampas)”.*®

3" Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan...., him. Xxi-xxii.
%8 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945..., him. 93-95.
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Maka dari itu negara harus turun sebagai pahlawan dalam penegakkan
keadilan agar yang lemah tidak terdzalimi, negara harus memprioritaskan
perlindungan terhadap rakyat yang lemah, seperti pernyataan Umar Bin

Khattab dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Khalifah yaitu:
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“Dalam pandangan saya rakyat yang lemah sejatinya adalah kuat sehingga
saya harus mengembalikan apa yang menjadi haknya, sementara itu rakyat

yang kuat adalah lemah, sehingga saya harus mengambil haknya”.*

Persamaan merupakan salah satu wujud dari keadilan, ketika
persamaan ditegakkan maka akan terciptalah keadilan. Negara harus bertindak
sebagai lembaga yang melindungi yang lemah sehingga keadilan akan dapat
tercapai. Terutama bagi \rakyatvyang Ier_nahA yang hak-haknya telah terampas.
Sehingga parameter“férvvujudn)v/a negara "aapét diwujudkan yaitu keadilan
sosial bagi rakyat Indonesia. Sesuai dalam tulisan Ibnu al-Qayyim, at-Thuruq

al-Hukmiyah yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi:
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% Ibid.,
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“Manakala tanda-tanda keadilan telah tampakdan menunjukkan wajahnya,
dengan cara apapun, maka disana ada syariat Allah dan Agama-Nya. Jalan
apapun yang dapat menghadirkan keadilan dan keseimbangan, itulah Agama,
tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil berlawanan dengan syariah.
Sebaliknya politik yang adil sejalan dengan syariah, bahkan merupakan
bahgian darinya. Kami menamakan sesuai dengan arti terminologisnya; yaitu
keadilan Allah dan Rasul-Nya”.*°

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah
Islam, agama Islam merupakan salah satu sumber hukum di dalam
ketatanegaraan Indonesia. Ketika keadilan sulit ditemukan di dalamnya maka
akan sulit mengatakan bahwa ruh Islam ada di dalam negara Indonesia. Maka
dari itu demi mewujudkan adanya kesetaraan yang akan menimbulkan

keadilan maka negara harus mengindakan adanya pemberlakuan asas equality

before the law demi terciptanya keadilan tersebut.

. Asas Equality Before The Law dalam P_erspektif Konstitusi Indonesia
Negara Indohésia'merupakan nega’r‘a' h.ukum,l dalam Pasal 1 ayat 3
Konstitusi Indonesia yaitu “Indonesia adalah negara hukum”. Dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia, sejak lahirnya sudah menggunakan paham negara
hukum. Negara hukum adalah bentuk negara yang paling ideal saat ini.
Pengakuan digunakannya hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau “supremasi
of law” sangatlah penting, karena kekuasaan suatu negara dan politik bukanlah
tak terbatas. Diperlukan adanya pembatasan terhadap hal tersebut agar tidak
timbul kesewenang-wenangan penguasa. Hukum mempunyai peran yang
sangat penting dalam berjalannya suatu negara yang kekuasaannya diatas

kekuasaan negara dan politik. Maka dari itu muncul istilah “goverment under

%0 Ibid., him. 94-95.
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tle law pemerintah dibawah hukum atau sistem pemerintahan yang

didasarkan pada “rule of law not by men”.*?

Negara hukum dalam arti sempit menurut Donald A. Rumokoy yang
dikutip oleh Dody Nur Andriyan, bahwa negara hukum hanya mengenal
adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan hanya mengenal
adanya pemisahan kekuasaan.* Negara hukum sangat menjunjung tinggi
hukum, hukum merupakan hal yang lahir dari kesadaran dari manusia itu
sendiri, hukum sendiri yang dijadikan sebagai sumber keadilan. Kesadaran
inilah yang dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak.**

Adanya negara hukum dari sejak awal berdirinya ditujukkan agar
terjadi pembatasan kekuasaan penguasa negara supaya tidak sewenang-
wenang dalam menjalankan pemerintahan dan tidak menyalahgunakan
kekuasaan untuk menihdas rakyatnya atatl dikenal déngan istilah “abuse of
power, abus de droit”. Dalam negara hukum tidak ada manusia yang kebal
hukum, juga tidak mentolelir terhadap penguasa yang diktator, totaliter, atau

juga anarkis. Perlindungan hak asasi dari rakyat merupakan hal yang sangat

fundamental dalam negara hukum.*

*! Merupakan istilah yang digunakan dalam negara common law system, pemerintahan

yang didasarkan pada hukum, bukan atas dasar kehendak manusia, hukum sebagai pengendali
manusia bukanlah manusia yang mengendalikan hukum. Munir Fuady, Teori Negara Hukum
(Rechstaat) (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), him. 2.

*2 Ini merupakan hal yang penting dalam berjalannya negara hukum, Dalam sistem negara

yang lain digunakan istilah yang berbeda, negara dengan sistem eropa kontinental misalnya
digunakan istilah “rechstaat” yang merupakan kebalikan dari “machstaat”, disini supremasi
hukum menjadi inti dalam berjalannya pemerintahan negara. Ibid., him. 1-2.

3 Dody Nur Andriyan, Hukum Tata Negara dan Sistem Politik..., him. 41.
* King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi (Bandung: Nusa Media, 2017), him.

** Munir Fuady, Teori Negara..., him. 2-3 .
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Maka dari itu, negara hukum adalah sistem kenegaraan yang
kesemuanya diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun di dalam
peraturan perundang-undangan, semua orang baik yang diperintah maupun
yang memerintah harus tunduk kepada hukum yang sama. Sehingga setiap
orang yang sama diperlakukan sama, dan orang yang berbeda diperlakukan

berbeda dengan dasar yang rasional.

Perlakuan yang sama dilakukan tanpa
memandang ras, suku, gender, agama, warna kulit, kepercayaan, kekayaan.
Kewenangan pemerintah ini dibatasi oleh prinsip distribusi kekuasaan
sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang juga tidak melanggar
hak asasi rakyat."’

Sifat hukum rimba, yang kuat yang menang dan menindas makhluk
yang lemah merupakan sifat alami manusia, namun manusia diberikan
kelebihan yaitu dapat Vberpiki‘r, maka ! dari’, itu | Ketidakadilan dan juga
penindasan harus dihilangkan. Sehingga untuk melindungi yang lemah harus
ada suatu aturan yang mengaturnya, maka dari itu muncullah hukum. Sebagai
konsekuensi agar manusia hidup teratur maka manusia harus menaati
hukum.*®

Suatu negara hukum harus menjunjung tinggi asas persamaan atau
equal daripada setiap individu, termasuk juga kemerdekaan individu untuk

menggunakan hak asasinya. Ini merupakan sebab akibat atau conditio sine qua

non diterapkannya hukum sebagai dasar negara. Mengingat bahwa negara

“® Pembedaan perlakuan hukum hanya boleh dilakukan dengan alasan yang diperbolehkan
untuk itu, misalnya anak yang belum berusia 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak
yang sudah berusia 17 tahun. Ibid., him. 207.

“Ibid., him. 3.

“® Ibid., him. 3.
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hukum adalah hasil dari perjuangan individu dari pelepasan diri terhadap
tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa. Maka dari itu penguasa harus
dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. Namun demikian baik negara
maupun individu merupakan subjek hukum yang mana mempunyai hak dan
kewajiban. Oleh karenanya negara hukum harus dapat mendudukkan negara
dengan individu pada suatu keadaan yang seimbang. Sehingga keduanya
mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama dilindungi oleh hukum.*

Setiap individu harus sadar dan mengetahui berkaitan dengan
perlindungan hak asasinya serta tidak ada satu pihakpun yang dapat
melanggarnya termasuk negara. Apabila terjadi pelanggaran maka individu
dapat mencari bantuan kepada negara (pengadilan), bahkan ketika yang
melanggar adalah negara itu sendiri (onrechtmatige overheidsdaad). Maka
dari itu negara beserta/aparaturmya harus tunduk:kepadalhukum.®

Sesuai dengan pendapat Scheltema yang dikutip oleh Mien Rukmini
bahwa unsur negara hukum yaitu adanya kepastian hukum; adanya persamaan;
dan juga adanya demokrasi.>* Maka negara hukum bertumpu pada dua prinsip
hak asasi manusia yaitu kebebasan dan persamaan, hal tersebut senada dengan
pendapat A.V. Dicey yang dikutip Munir Fuady dalam konsep negara hukum

“rule of law” ada tiga macam arti yaitu:

% pembatasan tersebut harus dijaga jangan malah membunuh hak asasi indivudu ataupun

negara, karena negara juga mempunyai tujuan yang harus tercapai, begitu pula pada individu.
Keterlibatan individu dalam negara untuk menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya harus lebih
terjamin mengingat bahwa partisipasi individu merupakan pengejawantahan hak asasi yang
dijamin oleh undang-undang. Lihat: Mien Rukumini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga
Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana
Indonesia (Bandung: P.T. Alumni, 2003), him. 20-21.

% Ipid., him. 22.
% Ibid., him. 36.



53

1. Kekuasaan tertinggi ada pada hukum, bukan pada penguasa atau juga pada
kebijakan penguasa yang sewenang-wenang (supremacy of law).

2. Adanya prinsip persamaan di hadapan hukum “equality before the law”,
tidak ada orang yang berada di atas hukum “above the law”, semua orang
sama (prinsip equality before the law).

3. Adanya konstitusi yang merupakan hal yang menjadi dasar bagi segala
hukum yang berlaku. Harus ada pelarangan terhadap pelanggaran hak dan
kemerdekaan rakyat (prinsip the constitution based on individual right).>

Dengan pembatasan terhadap pemerintah agar tidak sewenang-wenang
terhadap rakyatnya dalam suatu negara hukum maka negara tidak dapat
melanggar hak-hak dan kemerdekaan dari rakat. Meminjam kata Lord Acton
bahwa “power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely”
yaitu kekuasaan akah v,ce\h:deruhg korup'daﬁ“jug’a akah'disalahgunakan ketika
tidak ada peraturan yang membatasinya.>®

Menurut pandangan ahli filsafat hukum, rule of law dapat
dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu keharusan adanya ketertiban
terhadap hukum, bila perlu adanya upaya paksa atau ancaman-ancaman.

Kemudian, Rule of law tidak hanya sebagai pengatur pihak otoritas namun

juga sebagai pengartur dan pembatas pihak-pihak otoritas. Selanjutnya, Rule

of law merupakan konsensus masyarakat agar tercipta ketertiban yang sesuai

dengan prinsip moral dan keadilan.>*

*2 Munir Fuady, Teori Negara..., him. 3.
53 https://brainly.co.id/tugas/10759506.
** Ibid., him. 5.



https://brainly.co.id/tugas/10759506

54

Konsep negara hukum sudah didamba-dambakan sejak zaman lahirnya
yaitu sejak Plato® menulis buku yang berjudul nomoi, dan selanjutnya di
jelaskan oleh tokoh-tokoh lain seperti Emanuel Kant, F. Julius Stahl, AV
Diecy, dan yang lainnya. Pada intinya konsep negara Rule of Law mempunyai
saripati yaitu: Pertama, memiliki hukum yang adil dalam suatu negara. Kedua,
adanya prinsip distribution of power. Ketiga, semua tanpa terkecuali tunduk
kepada hukum yang berlaku. Keempat, adanya perlakuan yang sama dalam
hukum. Kelima, terjaminnya hak-hak rakyat.>

Salah satu bentuk diimplementasikannya rule of law”’ adalah adanya
checks and balances®® dengan tujuan agar terjadi pembatasan kekuasaan
eksekutif yang akan cenderung sewenang-wenang, bentuk implementasinya
adalah: Penguatan terhadap kontrol pemerintah dari parlemen; Penguatan

peran yudikatif yaitULdehQah adéhya' Jud|C|aI review ’Pengakuan adanya due

% pada masa yunani kuno yang masih berupa negara kota (polis) sudah terdapat tanda-
tanda digunakannya hak-hak dasar yaitu disebut sebagai isogria dan isonomia. Yang dimnaksud
dengan isogria adalah persamaan hak untuk bebas berbicara, sedangkan isonomia adalah
persamaan hak dihadapan hukum untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Lihat: Mien Rukimin,
Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan..., him. 41.

% Munir Fuady, Teori Negara..., him. 6.

" Rule of law merupakan negara hukum, dalam catatan sejarah istilah rule of law
digunakan oleh negara anglo saxon sedangkan di negara eropa continental dikenal dengan istilah
rechtstaat. Lihat:
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3221/2/ART_Teguh%20Prasetyo Rule%200f%2
Olaw_Full%20text.pdf. diakses 22 Juni 2019, pukul 11.45.

%8 checks and balances merupakan prinsip yang ada dalam ketatanegaraan Indonesia.
Prinsip ini menghendaki adanya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat dan saling
mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dan dikontrol dengan
baik, sehingga penyalahgunaan kekuasaan baik itu dari aparat penyelenggara negara maupun dari
pribadi yang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.
Lihat: Sunarto, “Prinsip Checks and Balances dalam system Kketatanegaraan Indonesia”,
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13685/10436, diakses 22 Juni 2019, pukul
12.00.

% Judicial review atau hak uji materil yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk menguji
kebenaran dan keberlakuan produk hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga negara seperti
eksekutif, legislatif maupun yudikatif terhadap konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di
Indonesia Lembaga yang mempunyai hak judicial review terhadap konstitusi adalah Mahkamah
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%0 = secara prosedural maupun sustansial; Baik dalam

process of law
pemerintahan ataupun hukum rakyat diperlakukan sama; Pengadilan
menggunakan proses yang terbuka, adil, jujur, murah, cepat, dan efisien; Law
enforcement® dilaksanakan dengan baik dan benar; Dilarangnya penangkapan
dan penahanan yang tidak sah (tidak sesuai prosedur), penyitaan yang tidak
sah, penyiksaan dalam penahanan, denda yang berlebihan, hukuman yang
bengis dan tak wajar (cruel and unsual punishment), dan lain-lain;
Terlindungnya kaum marginal, terlantar, lemah, dan lain-lain; Equality
diterapkan tanpa melihat gender, suku, agama, kepercayaan, warna Kkulit,
golongan, dan sebagainya; Diakuinya hak asasi manusia.®

Menurut Lon Fuller dalam bukunya Morality of Law yang kemudian

dikutip oleh Munir Fuady, wajah hukum dalam suatu negara hukum

seharusnya harus memenuhi:

Konstitusi. Lihat:
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11582/3/T1 312012002_BAB%2011.pdf. diakses
22 Juni 2019, pukul 12.45.
% Dalam black law dictionary, due process of law atau proses hukum dikatakan bahwa

“Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the
tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most
comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of
controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter
involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due
process of la” (Proses hukum menyiratkan hak orang yang terkena dampak sehingga hadir di
hadapan pengadilan yang menyatakan penghakiman atas pertanyaan hidup, kebebasan, atau
properti, dalam arti yang paling komprehensif: untuk didengar, dengan kesaksian atau sebaliknya,
dan untuk memiliki hak untuk menentang, dengan bukti, setiap fakta material yang terkait dengan
pertanyaan tentang hak dalam masalah yang terlibat. Jika ada pertanyaan tentang fakta atau
pertanggungjawaban yang secara tegas dianggap melawannya, ini bukan proses hukum). Lihat:
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17180/6.%20Bab%2011.pdf?sequence=6&
isAllowed=y. diakses 22 Juni 2019, pukul 12.55.

® |aw enforcement atau penegakan hukum dapat dimaknai sebagai penyelenggaraan
hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan
sesuai kewenangan yang diatur oleh hukum yang berlaku atau juga diartikan sebagai suatu sistem
yang menyangkut suatu penyesuaian antara hukum yang berlaku dengan penegakkannya. Lihat:
http://dégilib.unila.ac.id/9079/12/Bab%202.pdf. Diakses 22 Juni 2019 pukul 13.05.

Ibid., him. 8.
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Keharusan hukum ditaati oleh semua orang, tanpa terkecuali.
. Publikasi hukum.
Hukum berlaku kedepan tak berlaku surut.
Hukum ditulis dengan benar sehingga dapat diterapkan dengan benar.
. Terhindarnya hukum dari kontradiksi-kontrakdisi.
Larangan hukum untuk mewajibkan sesuatu yang tidak terpenuhi.
. Adanya kepastian hukum, namun juga harus berubah sesuai dengan
keadan sosial dan politik.
. Aparat harus konsisten dalam menegakkan hukum yang berlaku.
Hukum dibuat oleh pihak yang berwenang.
10. Dalam hukum harus tercantum nilai sosiologis, yuridis, ekonomis,
filosofis, moralitas, dan modern.
11. Hukum harus rasignal
12. Hukum harus bertujuan untuk keadilan, kebaikan, kebenaran, ketertiban,
efisiens, kemajuan, kemakmuran, dan kepastian.
13. Hukum harus komunikatif, dan mudan diakses masyarakat.
14. Hukum harus aplikatif.
15. Hukum lebih baik mencegah daripada menghukum.®
Menurut konferensi South-East Asia and Pasific Conference of Jurist
yang dilaksanakan di Bangkok Thailand bahwa prinsip-prinsip dasar yang
harus ada dalam negara hukum adalah: Perlindungan konstitusional terhadap

hak-hak rakyat; Pengadilan yang bebas dan juga tidak memihak; Kebabasan

8 Ibid., him. 9-10.
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untuk menyatakan pendapat; Pemilu yang bebas; Kebebasan berorganisasi dan
beroposisil; Civil Education.®*

Hal-hal yang telah di narasikan ditas merupakan prinsip yang harus
ada di dalam negara hukum. Apabila prinsip tersebut banyak yang tidak
terpenuhi baik itu dalam konstitusi, dalam peraturan perundang-undangan,
maupun itu dalam praktik hukum (law enforcement), maka sulit untuk
mengatakan bahwa negara tersebut sebagai negara hukum.®

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara
konstitusional.®® Konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi negara
baik yang baru merdeka ataupun sudah lama merdeka. Konstitusi menurut
Jimly Asshiddigie yang dikutip oleh Taufiqurrahnman Syahuri bahwa memiliki
fungsi-fungsi diantaranya adalah; Penentu dan pembatas kekuasaan organ
negara; Pengatur hubundan organ nega’r_a;';iPengatlJr hubungan organ negara
dengan warga negara; Legitimasi kekuasaan negara atau penyelenggara
kekuasaan negara; Penyalur kewenangan dari rakyat kepada organ negara;
Pemersatu bangsa dan identitas bangsa; Sarana pengendali masyarakat; dan
Perekayasa pembaruan masyarakat.®’

Negara konstitusional lahir karena merupakan tuntutan dan harapan

masyarakat dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Adanya negara konstitusi,

* 1bid., him. 10.
® Ipid., him. 11.
% Dikatakan sebagai negara konstitusional karena Indonesia memiliki konstitusi sebagai

pondasi dasar berjalannya negara. Yang dijadikan sebagai hukum dasar negara, yang di dalamnya
mengatur susunan organisasi negara, badan-badan negara dan cara kerjanya, hubungan negara
dengan warga negara, dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Konstitusi selain
bersifat yuridis juga bersifat sosioligis dan politis. Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi
Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 30.

" Ibid., him. 27.
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masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada pemerintah sebagai
penyelenggara negara. Namun demikian masyarakat tetap mempertahankan
hak-hak pribadinya. Negara konstitusi ada dengan tujuan untuk menjamin
hak-hak tersebut. Selain menjamin hak-hak warga negara konstitusi juga
bertujuan sebagai pengorganisiran kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.®®
Dalam ide negara konstitusi, konstitusi bukan hanya sebagai dokumen
yang menggambarkan tentang pembagian kekuasaan seperti eksekutif,
legislatif, dan yudikatif saja, namun dilain sisi konstitusi juga mempunyai
peran khusus yang menjadi pengimbang pembatasan kekuasaan tersebut.
Selain itu juga merupakan penjamin hak asasi dan hak politik seluruh warga
negaranya. Konstitusi menjadi pegangan hukum tertinggi yang harus dipatuhi
oleh semua warga negara dan pejabat pemerintah tanpa terkecuali. Menurut
Adnan Buyung Nas'ut,ioh-.yangv dikutipbléh Taufigquerahman Syahuri bahwa
negara konstitusional harus dapat mengakui dan menjamin hak-hak warga
negaranya dan juga adanya pembatasan kekuasaan di dalamnya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Muhammad Yamin bahwa konstitusi harus memenuhi syarat,
diantaranya:
1. Adanya pengakuan dan pernyataan hak asasi manusia
2. Kekuasaan dan kedaulatan harus dilaksanakan dengan adil
3. Kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat harus ditulis dengan jelas

dalam pasal-pasal didalamnya.®

% Ipid., him. 32-34.
% Ibid., him. 34-36.
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Dengan seperti itu konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental
dalam pondasi kokoh suatu negara, yang oleh Greg Russell dinyatakan bahwa
dalam konstitusi pemerintah harus adil dan bijaksana, bukan saja dari sudut
pandang mayoritas, namun juga diiringi ketaatan kepada hukum yang tinggi
tingkatannya.”

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
negara konstitusi merupakan negara yang di dalamnya melindungi dan
menjamin hak asasi manusia, hak-hak sipil, dan juga membatasi kekuasaan
penguasa dengan berimbang antara kepentingan penguasa dengan warga
negaranya. Yang kesemuanya itu harus tertuang di dalam konstitusi, bukan
semata-mata hanya memiliki konstitusi. Karena negara yang memiliki
konstitusi namun tidak ada hal-hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa
negara tersebut merUpakén negar'a konstituéi‘onal.

Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki konstitusi yaitu
Undang-Undang Dasar 1945, di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan dan
jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara. Indonesia dapat dikatakan
sebagai negara konstitusional. Dalam kaitannya dengan asas equality before
the law yaitu persamaan di hadapan hukum, konstitusi Indonesia telah
menjamin adanya hal tersebut. Kalau menilik kebelakang dari sejarah adanya
konstitusi yang pertama yaitu Piagam Madinah, maka di dalamnya terdapat
pasal yang mengatur tentang asas equaliy before the law. Asas ini masuk ke

dalam bab persamaan dan keadilan yang terdapat di dalam pasal 1, 12, 15, 16,

0 Ibid., him. 36.
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19, 22, 23, 24, 37, dan 40. Dalam pasal ini mengandung prinsip bahwa seluruh
warga Madinah kedudukannya sama di muka hukum, serta diwajibkan untuk
menegakkan hukum dan keadilan tanpa pandang bulu.™

Asas equality before the law dalam konstitusi Indonesia tertuang
dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa “segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Menurut solly Lubis yang dikutip oleh Mien Rukmini yang dimaksud dengan
kedudukan sama dalam pasal ini mencakup bidang hukum privat ataupun
hukum publik. Sehingga setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat
perlindungan dalam semua segi hukum. "

Selanjutnya adalah pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang
berhak atas pengakuén;~jéminah,' perlinddhgén, dan ke'pastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pasal 27 ayat 1 dan
pasal 28D ayat 1 UUD 1945 ini telah dengan tegas dinyatakan adanya asas
equality before the law yang menandakan adanya persamaan setiap orang di
hadapah hukum, kalau dilihat lebih dalam persamaan disini tidak adanya
diskriminasi terhadap salah satu pihak yang akan mencari keadilan di hadapan
hukum. Tidak boleh adanya unsur subjektifitas seperti memandang status

sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan yang lainnya.

™ Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan...., him. 52.

2 Mien Rukumini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan..., him. 27.

8 Asas ini juga ada didalam Universal Declaration of Human Right (UDHR), pemahaman
terhadap istilah sama adalah kewajiban dihindarinya diskriminasi berdasarkan “race, colour,
sex,language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or



61

Kemudian dalam pasal 28H ayat 2 yaitu setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Untuk
mencapai persamaan dan keadilan maka setiap orang berhak mendapatkan
kemudahan dalam mencari keadilan bahkan dapat memperoleh perlakuan
khusus. Negara harus bertindak sebagai lembaga yang melindungi yang lemah
sehingga keadilan akan dapat tercapai. Terutama bagi rakyat yang lemah yang
hak-haknya telah terampas.”

Persamaan di hadapan hukum (equality before the law) merupakan hal
yang diamanatkan oleh konstitusi, di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan keter-tibar\l-:dunia'yang bérdésarka kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial”.”® Dalam alinea 4 ini menjelaskan bahwa tidak
adanya pembedaan pada segenap bangsa Indonesia (equality). Adanya
persamaan ini dengan tujuan Vyaitu untuk terciptanya kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari rumusan alinea ke 4 pembukaan
UUD 1945 dapat dilihat bahwa persamaan pada akhirnya akan terciptalah
suatu keadilan.

Persamaan atau equality merupakan salah satu visi negara Indonesia,

tercatat dalam RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

other status”. Ibid., him. 29. Kemudian dalam magna charta 1215 yang merupakan embrio dari
HAM dijelaskan mengenai equality before the law yaitu didalam pasal 40. Ibid., him. 42.

™ Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945..., him. 93.

"> pembukaan UUD 1945.
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tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia Adil” dimana pembangunan dilakukan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semua rakyat memiliki kesempatan
yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak ada praktik diskriminasi
dalam bentuk apapun. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi skala
pembangunan Nasional Indonesia ."

Konstitusi Indonesia UUD 1945 merupakan roh hukum dalam negara
Indonesia. Peraturan perundang-undangan di bawahnya diharuskan tidak
bertentangan dengannya. Asas equality befor the law juga ada di dalam
Undang-Undang yang diilhami oleh UUD 1945 yaitu Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2) menyebutkan
bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di depan hukum?.Selanjutrya dalam penjélasan Umum Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa di
dalamnya menjelaskan tentang perlakuan yang sama atas diri setiap orang di
muka hukum dengan tidak melakukan perbedaan perlakuan. Kemudian dalam
konsideran undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesa
adalah negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, yang
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya
bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Asas

equality before the law sangatlah penting karena asas tersebut merupakan

’® Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis
Untuk Keadilan, (Malang: Setara Press, 2016), him. 7.
" Majda El Mauhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia..., him. 161.
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salah satu pilar terciptanya keadilan. Keadilan tidak akan terwujud jika
persamaan tidak diterapkan. Persamaan merupakan salah satu wujud dari
keadilan, ketika persamaan ditegakkan maka akan terciptalah keadilan.”®
Berkaitan dengan hukum pidana yang meupakan penderitaan yang
sengaja diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat perbuatan pidana
sehingga berakibat pidana kepada orang tersebut. Pidana merupakan nestapa
atau penderitaan, yang diberikan sebagai sanksi berupa penderitaan atau
kenestapaan kepada pelakunya. Dikarenakan sanksinya bersifat penderitaan
atau kenestapaan, maka hukum pidana harus dijadikan sebagai ultimum
remedium atau jalan terakhir apabila upaya lain yang telah dilakukan tidak
mampu untuk menanggulanginya. Hukum pidana memiliki fungsi dan tujuan.
Fungsi dari hukum pidana ada dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.
Fungsi umum dari hu,kLifn pidana adalah (jntu‘k mengatur hidup masyarakat
atau juga untuk menyelenggarakan tata hidup masyarakat. Sedangkan fungsi
khususnya adalah untuk melindungi dari perbuatan yang hendak merusak
hukum. Selain memiliki fungsi, hukum pidana juga mempunyai tujuan yaitu
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh
orang atau masyarakat lainnya. Dengan kata lain hukum pidana berfungsi
sebagai tindakan prefentif untuk memberikan rasa takut agar seseorang tidak
melakukan tindakan pidana, dan fungsu represif agar mendidik seseorang

yang telah melakukan tindakan pidana menjadi sadar.”

’® Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945..., him. 94.
™ Muhammad Taufig, Mahalnya Keadilan Hukum Belajar dari Kasus Lanjar, (Yogyakarta:
Puataka Pelajar, 2012), him. 1-5.
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Asas equality before tle law dalam hal ini persamaan secara undang-
undang menurut Subhi Mahasani yang dikutip oleh Mien Rukmini bahwa
meliputi dua aspek yaitu aspek dalam memperoleh perlindungan dalam
undang-undang, dan juga aspek persamaan dalam hak, kemudian dikatakan
bahwa persamaan yang berkaitan dengan hak tersebut ialah persamaan di
hadapan hukum dan perundang-undangan yang meliputi perlindungan yang
sama atas hak-hak mereka.®

R.W.M. Dias dalam bukunya “jurisprudence” yang dikutip oleh
Taufigurrahman Syahuri, bahwa secara umum keadilan didasarkan pada
persamaan “equality”. Di dalam hukum harus dilakukan adanya persamaan
bagi setiap orang, yang mana tidak dibenarkan adanya diskriminasi baik itu
berdasarkan status sosial, gender, ras, agama, kepercayaan, dan yang lainnya.
Sesuatu yang adil p,asti lakandinilai ‘adil 6Ieh‘3bangs'a barat ataupun bangsa
timur. Berbeda dengan HAM, ketika sampai pada definisi oprasional maka
akan berbeda pandangannya dari bangsa barat dan timur misalnya kecurangan,
diskriminasi, penekanan, dan pemaksaan merupakan hal yang tidak adil. Maka
untuk menegakkan HAM harus bertujuan untuk menegakkan keadilan
sehingga. Bukan karena motif politik kelompok tertentu baik yang sedang
memegang kekuasaan atau yang ada di masyarakat.®*

Dalam teorinya, John Rawls menyatakan bahwa keadilan dapat
tercipta dengan adanya perlakuan yang sama kepada setiap orang atau untuk

memberikan kesetaraan kesempatan kepada setiap orang. Masyarakat harus

30.

8 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan..., him. 29-

8 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai..., him. 97.
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memberikan perhatian yang lebih kepada mereka yang lebih sedikit memiliki
aset alami dan pada mereka yang dilahirkan pada posisi-posisi yang kurang
menguntungkan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan
kesetaraan.®

Pentingnya perlindungan terhadap masyarakat miskin dalam
penegakkan hukum telah ada di dalam konstitusi yaitu tertera di dalam pasal
34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Pasal ini mengindikasikan adanya kewajiban dari
negara untuk melindungi masyarakat miskin dalam mencari keadilan di muka
persidangan.

Jhon Rawils lebih lanjut menjelaskan mengenai kesetaraan (equality)
yaitu manusia mendapatkan kesetaraan pada administrasi berbagai institusi
yang berperilaku dalém atliran publik.BgKe'rhudian keSetaraan diterapkan pada
struktur dasar dalam institusi yang ada. Dalam hal ini kesetaraan diberlakukan
sebagai tuntutan perlakuan yang sama kepada semua orang. Kesetaraan juga
diberlakukan pada rasa hormat kepada semua orang tanpa memandang status
sosialnya.®*

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, adil bermakna

menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan juga memberikan apa yang

8 John Rawls, A Theori of Justice, Harvard Univercity Press, Massachusets, 1995,

diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik
Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),
him. 120-129.

8 Rawls mengisyaratkan bahwa kesetaraan dilakukan dengan tujuannya adalah keadilan

sebagai keteraturan, penerapan secara seimbang serta adanya tafsir yang konsisten terhadap
peraturan yang sesuai dengan ajaran adil serta juga dapat memperlakukan sama terhadap kasus
yang sama (seperti yang ditentukan oleh undang-undang). Ibid., him. 656-666.

8 Jibid., hIm. 665.
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menjadi haknya, yang mana itu didasarkan pada prinsip semua orang sama di
hadapan hukum. Maka dari itu dapat dilihat bahwa hal yang paling
fundamental dalam penegakkan hukum vyang adil adalah memberikan
persamaan kedudukan di hadapan hukum atau dikenal dengan asas equality
before tle law. Oleh karenanya, setiap orang yang memikul tanggungjawab
menegakkan hukum harus memberikan keadilan dan tidak diperkenankan
mendiskriminasi atau membeda-mbedakan orang.®

Penegakkan prinsip keadilan adalah salah satu ciri dari negara hukum.
Penegakkan ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality
before the law). Keadilan merupakan suatu Hak Asasi Manusia yang wajib
dihormati dan dijamin pemenuhannya. Ada suatu kebutuhan untuk
menempatkan keadilan sebagai suatu afirmative avction berdasar pada
perspektif hak asasi-jma\hUsia dengan tijjUé'nA agar tidak timbul diskriminasi,
dan sebagai bantuan yang besifat sementara bagi rakyat miskin yang belum
bisa mencari keadilan sampai pada posisi memperoleh keadilan.®

Gustav Radbruck yang dikutip oleh Syamsul Fatoni mengemukakan
bahwa ada tiga hal yang ada di dalam penegakan hukum vyaitu keadilan®’,

kepastian hukum®, dan kemanfaatan®. Ketika dalam pelaksanaannya terjadi

8 Muhammad Taufig, Keadilan Substansial Memangkas..., him. 57.

8 Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan..., him. 7-8.

8 Dalam pendapat Sudikno Merto Kusumo yang dikutip oleh Syamsul Fatoni, bahwa
dalam pelaksanaannya hukum harus dilaksanakan dengan adil, hukum bersifat menyamaratakan,
sedangkan adil bersifat subjektif, individualis, serta tidak menyamaratakan. Ibid., him. 33.

8 Sedangkan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan agar tidak
terjadi kesewenang-wenangan sehingga pencari keadilan akan memperoleh apa yang diinginkan.
Ibid., him. 32-33.

8 Kemanfaatan atau zweckmasigeit merupakan suatu pelaksanaan hukum yang diwajibkan
memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan juga masyarakat, hal yang tidak diharapkan adalah
ditegakkan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ibid., him. 33.
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pertentangan menurut Sudikno yang didahulukan adalah keadilan. Ketika
keadilan dijalankan mendahulukan kepastian hukum maka akan menjadi
tantangan bahwa hukum akan berkembang dan akan mengejar ketertingalan
dengan perkembangan di dalam masyarakat, kemudian keadilan di dahulukan
dibandingkan dengan kemanfaatan karena dalam penerapannya kemanfaatan
lebih menguntungkan bagi masyarakat elit sedangkan masyarakat miskin
kurang mendapatkan akses dari adanya kemanfaatan tersebut.”

Senada dengan Sudikno, salah satu hakim pengadilan negeri
Purwokerto Deny Ikhwan menyatakan bahwa pentingnya asas equality before
the law ditegakkan demi terciptanya keadilan yang di harapkan. Dalam
penegakkan hukum yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan
yang harus diutamakan adalah keadilan. karena ketika adil sudah tercipta
maka wajah hukum 'akah' terlibat sesuai'd‘eﬁ‘gan: sila Ke!5 Pancasila “Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.**

Menurut Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Muhammad Taufiq
bahwa hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasar pada peraturan
perundang-undangan atau logika berpikir umum saja, namun juga harus
didasarkan pada kapasitas nurani hakim seperti empati, kejujuran, dan
keberanian. Dengan menggunakan hal-hal tersebut maka jika terdapat keadaan

memaksa ia akan melakukan rule breaking atau suartu terobosan baru.*

% Ibid., him. 32.

°! Penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di pengadilan negeri Purwokerto
pada hari jum’at tanggal 21 Juni 2019 pukul 10.00.

%2 Mahkamah Konstitusi telah memberikan pelajaran tentang penegakkan hukum di
Indonesia. Para hakim di Mahkamah Konstitusi tidak melulu mengikuti prosedur hukum formal
yang ada (business as usual), mereka menggunakan cara berhukum yang progresif. Contohnya
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Indonesia dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat
dalam penegakkan hukumnya. Amerika serikat menggunakan lembaga plea
berganing® yang telah terbukti memenuhi kebutuhan keadilan para pencari
keadilan. Plea berganing jelas selalu ada dalam rangkaian penanganan perkara
pidana. Ini dilakukan pada tahap arrignment dan parliminary hearing. Pada
proses ini dilakukan dengan tujuan agar:

1. Pemberitahuan tuduhan terhadap tertuduh.
2. Pemberian kesempatan kepada tertuduh untuk menjawab tuduhan.*

Ketika Indonesia menggunakan prosedur plea Berganing maka
diperlukan adanya aturan yang mengaturnya. Selain itu para pihak yang
terlibat seperti Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan/atau Terdakwa, dan
sangat jarang adanya keterlibatan Hakim. Maka dari itu petunjuk yang
berkaitan dengan pIéa*bérgaihihg sangat 'dipe'rlukan:bagi kasus-kasus yang
sekiranya dapat dilakukan plea bergain dan kontrol terhadap diskresi Penuntut
Umum. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan seperti keseriusan
kejahatan, sikap dari korban, isi dari pemeriksaan polisi, ketentuan pidana
yang dapat diterapkan, kekuatan bukti kasus, dan juga sikap hakim dalam plea

Bergaining.”

pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009 yang pada waktu itu diketuai oleh Mahfud
MD, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai negarive legislator tetapi juga sebagai
positife legislator yang mana Mahkamah Konstitusi membolehkan pemungutan suara hanya
dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, karena tidak terdaftar dalam DPT setempat. Lihat:
Muhammad Taufig, Keadilan Substansial Memangkas..., him. 38-39.

% Plea Berganing merupakan lembaga yang menjalankan praktik penanganan perkara yang

mana dipertemukan antara pihak penuntu umum dengan tertuduh atau juga pembelanya untuk
melakukan negosiasi perihal jenis kejahatan, ancaman hukuman yang akan dituntut dalam
persidangan.

* Muhammad Taufig, Keadilan Substansial Memangkas..., him. 43-44.
95 H
Ibid.,
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Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persamaan atau equality harus
ditegakkan demi terciptanya keadilan. Persamaan di hadapan hukum atau asas
equality before the law sangatlah penting di gunakan sebagai pedoman dalam
penegakkan hukum bagi para pencari keadilan. Sehingga dapat dipastikan
bahwa tercipta keadilan bagi para pencari keadilan terutama masyarakat
miskin yang merupakan hal yang diprioritaskan dalam perlindungi negara. Ini
sesuai dengan pendapat Boeree yang dikutip oleh Muhammad taufiq bahwa
keadilan tidak selalu diterapkan dalam koridor bahwa yang memberikan input
atau pengorbanan itulah yang akan didapat, atau yang bekerjalah yang
mendapatkan hasil. Bagaimana dengan orang cacat, miskin, lanjut usia, dan
sebagainya? Apakah meraka tidak boleh menerima obat-obatan, makanan,
pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya?. maka yang paling tepat dalam
rumusan persamaan '.yané.menghasilkan”kéédilan adalah tiap orang diberikan

sesuai dengan kebutuhannya.*®

. Perbandingan Asas Equality Before The Law dalam Perspektif Hukum
Islam dan Konstitusi Indonesia

Dalam sub-bab ini penulis akan membandingkan asas equality before
the law menurut perspektif hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Dalam
hukum Islam sendiri banyak dasar hukum yang menjelaskan mengenai asas
equality before the law yang nantinya akan tercipta keadilan. Diantaranya
adalah An-Nisa ayat 1, Al-Hujarat ayat 13, Ar-Rum ayat 22, Al-Hujarat ayat

11, QS An-Nisa ayat 58, QS An-Nisaa ayat 135, QS Al-Maidah ayat 8, QS Al-

% Ibid., him. 36-37.
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Maidah ayat 42, Al-An’am ayat 152, Al-A’raf ayat 29, An-Nahl ayat 90, As-
Syura ayat 15, Al-Ahgaf ayat 19, Al-Hujarat ayat 9, Al-Hadiid ayat 25, Al-
Mumtahanah ayat 8.%" Selain dari ayat al-Qur’an tersebut juga terdapat di
dalam hadis® yeng telah disebutkan di sub-bab sebelumnya. Dalam kaitannya

dengan hukum pidana terdapat di dalam hadis yang berbunyi:
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari
Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa
kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan
mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan
hal ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam?" Maka mereka
mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah,
seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.” Sesaat
kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi
Syafa‘at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian
beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia,
hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika
orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak
menghukum), sementara jika orang-orang yang rendahan dari mereka

%" Dapat dilihat di halaman 31-40.
% Dapat dilihat di halaman 40-46.
% Imam Abu Zakariya Yahya, Sahih Muslim..., him. 159.
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mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah
binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong
tangannya.” Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, "Hanyasanya yang
menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian”.*®

Dalam perspektif konstitusi Indonesia terdapat beberapa pasal yang
menjelaskan mengenai asas equality before the law, diantaranya adalah pasal
27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 Selain dari konstitusi juga terdapat dalam undang-undang lainnya
seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu
dalam pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana yaitu dalam penjelasan umum.'® Selain dari undang-
undang tersebut juga terdapat pendapat atau teori dari para ahli hukum
mengenai asas equality before the law, selain itu juga terdapat pendapat dari
hakim. '

Setelah penUIi‘s rhenganalisis dan"r'nehba‘ndingkan baik di dalam
hukum Islam maupun dalam konstitusi Indonesia. Pada dasarnya persamaan
kedudukan di hadapan hukum atau asas equality before the law merupakan
asas yang fundamental atau asas yang sangat mendasar dalam penegakkan
hukum terkhsus di dalam penegakkan hukum pidana. Baik di dalam hukum
Islam maupun dalam konstitusi Indonesia. Asas equality before the law

merupakan sarana atau tahapan yang harus dijalani dan dilaksanakan untuk

memutuskan permasalahan terkhusus hukum pidana. Persamaan disini

190 1hny Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, Darul Aqudah, tk,
2003, diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah Bulughul Maram..., him. 605.

1% Hapat dilihat di halaman 57-58.

102 Dapat dilihat di halaman 60.

193 Dapat dilihat di halaman 60-67.
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dilakukan dengan melihat bahwa seorang hakim ketika memutus perkara tidak
boleh membeda-bedakan atau mendiskriminasi semua orang yang berperkara
di pengadilan. Diskriminasi ini berkaitan dengan ras, agama, suku, bangsa,
keyakinan, kedudukan, kaya, miskin, warna kulit, dan lain sebagainya yang
dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memutus perkara. Maka dari itu
harus dihilangkan adanya sifat diskriminasi sehingga keadilan yang
diharapkan dan dicita-citakan oleh negara Indonesia sesuai Pancasila yang
merupakan salah satu pilar berdirinya bangsa Indonesia dalam sila ke 5 yaitu

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



BAB IlI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Setelah penulis melakukan penelitian mengenai implementasi dari asas
equality before the law, penulis menemukan beberapa ketimpangan dari
implementasi asas equality before the law tersebut, diantaranya adalah:
1. Pencurian Kakao/Coklat
Nenek Minah alias Ny Sanrudi binti Santama merupakan warga
Desa Darmakraden Kecamatan Ajibaran Kabupaten Banyumas. Minah
didakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah Kakao atau coklat yang
menurut pihak dari PT RSA IV Darmakraden seharga Rp. 30.000,00,
namun nyatanya harga di pasaran hanya Rp. 2.100,00. Minah melakukan
pencurian buah kakaq tersebut. dengan tujuan untuk, ditanam kembali di
rumahnya. Namun sébeium sampai membéwa kékéo tersebut, minah di
tangkap oleh mandor dari PT RSA IV Darmakerden yaitu Tarno dan
Rajiwan. Kemudian mandor tersebut membawa Minah ke kepolisian untuk
diproses. Sampailah kasus tersebut ke meja hijau, kemudian Minah
dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari karena kasus tersebut.
2. Pencurian Sandal Bolong
Hamdani merupakan mantan buruh pabrik sandal PT Osaga Mas

Utama, Tangerang. Tertanggal 23 Oktober 2001 ia harus mendekan di

! putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.

73
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balik jeruji besi Blok E Lapas Pemuda Tangerang. la mendekam di jeruiji
besi hanya karena mengenakan sandal bolong. la dituntut oleh jaksa
penuntut umum dengan hukuman penjara 5 bulan penjara dipotong masa
tahanan. Hamdani dituduh melakukan pencurian sesuai dengan pasal 362
KUHP. Padahal sandal tersebut merupakan sandal yang biasa digunakan
untuk shalat para buruh di pabrik tersebut. Singkat cerita, Hamdani
menggunakan sandal tersebut untuk shalat ashar, dan sesudah shalat ia
menaruh kembali sandal tersebut di gudang tempat semula sandal berada.
Tanggal 12 September 2000 ia di bawa ke Kepolisian Sektor Jatiuwung.
Hamdani berusaha mencari bantuan ke Komnas HAM, namun tidak
mendapatkan hasil. Tujuh bulan kemudian ia diperiksa lagi sebagai
tersangka atas kasus tersebut.?
3. Pencurian Kapas

Empat warga ‘D-ukuh Secong Desa Keconorejo Kecamatan Tulis
Kabupaten Batang | méndekam di Iapasl (Ierﬁbéga Pemasyarakatan)
Rowobelang. Mereka mendekam di lapas karena memungut sisa panen
kapas PT Segayung. Kapas yang diambil tidak lebih dari 2 kg, yang kalau
dijual di pasar hanya seharga Rp. 4.000,00. Keempat orang tersebut
merupakan satu keluarga. Mereka memunguti kapas yang jatuh di tanah
hasil sisa panen dari PT Segayung. Namun mereka ditangkap oleh mandor

yang sedang berjaga di sana dan membawanya ke Polres Batang. Kegiatan

2 Kasus Hamdani sedikit berbau politis, Hamdani merupakan penggerak buruh yang ada di
PT Osaga Mas Utama, setelah Hamdani di PHK dan di penjarakan ada harapan agar tidak ada
demo-demo yang lainnya lagi. Lihat: E.A Pamungkas, Peradilan Sesat Membongkar Kesesatan
Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), him. 221-223.
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memungut sisa (granting) kapas merupakan hal yang biasa dilakukan oleh
warga desa tersebut, namun entah mengapa mereka dilaporkan dan di meja
hijaukan.?
4. Pencurian Semangka

Senin 21 September 2009 yang bertepatan dengan hari raya idul
fitri 1430 H, Basar dan Kholil seorang buruh tani miskin yang berusia
lebih dari 50 tahun. la bertempat tinggal di Kelurahan Bujel Kecamatan
Mojoroto Kediri Jawa Timur. Singkat cerita Basar dan Kholil sehabis
pulang dari kediaman kerabatnya kemudian melewati kebon semangka
milik Darwati di kelurahan Ngampel. Di kebun itu Basar dan Kholil
menghela nafas dengan beristirahat dan merasakan haus, kemudian mereka
memetik semangka yang masih muda milik Darwati. Tanpa ada rencana
dan dalam kondisi yang terpaksa maka mereka memetik buah semangka
tersebut untuk menghillangkan. rasa dahaga.‘yan_g teramat sangat.*

Semangka yéng ‘telah dipetik terselbut dibaWanya ke tepi jalan,
belum sempat memakan semangka tersebut datanglah penjaga kebun yang
bernama Gagat Pratama. Kemudian Gagat melaporkan kejadian ini ke
kerabat Darwati yang kebetulan anggota Polisi yaitu Moch. Marwan
Susanto. Lantas dibawalah Basar dan Kholil ke Polsek Mojoroto untuk
proses hukum selanjutnya. Keduanya mendapatkan kekerasan berupa fisik,
psikis, dan seksual. Fisik berupa pukulan, psikis berupa bentakan, tekanan

dan seksual berupa penelanjangan. Permintaan maaf dari Basar dan Kholil

* Ibid., him. 229-230.
* Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum
(Malang: Setara Press, 2011), him. 96-117.
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pun tak digubris oleh Marwan Susanto, perkara ini tetap lanjut ke meja
hijau dan sampailah kepada putusan bahwa Basar dan Kholis dihukum
penjara 2 bulan 10 hari.
5. Pencurian Jagung
Parto diadili di Pengadilan Negeri Situbondo Jawa Timur hanya
karena lima batang jagung. Parto warga desa Perante, Kecamatan
Asembagus Situbondo pasrah menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum.
Parto didakwa telah melakukan pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP,
ia terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Kerugian Rp, 10.000,00
Supardi si pemilik ladang jagung membuat parto harus menerima
hukuman tersebut.’
6. Pencurian Pisang
Kakek berusia 76 tahun bernama Klijo Sumarto yang beralamat di
Desa Jering Kecamatan Sidorjo,Godean Slgman. tanggal 3 Desember 2009
tepatnya ia harus b.er.uruéan dengan Polvisiv. Klijo diléporkan tetanggannya
karena dituduh mencuri setandan pisang klutuk’ seharga Rp. 2.000,00.
Proses hukum yang dialami Klijo sangat cepat. Berselang satu hari setelah
penangkapan dan penahanan oleh polisi, tepatnya jumat 4 Desember 2009
Klijo langsung dibawa ke lapas Cebongan. Klijo selama 20 hari menjadi

tahanan di lapas tersebut. Klijo merupakan kakek tua yang tak mampu lagi

> Ibid.,

® E.A Pamungkas, Peradilan Sesat Membongkar..., him. 235-236.

" pisang kluthuk termasuk kedalam golongan pisang yang tidak enak karena berbiji besar
dan biasanya digunakan untuk makan burung. https://www.republika.co.id/berita/breaking-
news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara,  diakses 4
Maret 2019, pukul 09:25.



https://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara
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berjalan normal karena kaki Kkirinya yang lumpuh, ia juga mempunyai
katarak.?
7. Pencurian Sandal Jepit

Pelajar berinisial AAL yang bersekolah di SMK N 3 Palu tak
pernah menyangka akan berurusan dengan pihak yang berajib. Pasalnya ia
diseret ke meja hijau setelah mencuri sandal seharga Rp. 30.000,00 milik
anggota Polisi (Briptu Ahmad Rusdi Harahap) pada november 2010.
Hakim tunggal yang mengadili kasus AAL telah mendengarkan dakwaan
dari jaksa bahwa AAL telah melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman
5 tahun penjara. AAL didampingi oleh Elvis Dj Katuwu sebagai Penasihat
Hukumnya. Kejadian ini berawal saat AAL bersama teman-temannya
lewat di Jl. Zebra tepatnya jalan di depan Kost Briptu Ahmad, melihat
sandal jepit kemudian AAlI mengambilnya. Kemudian suatu waktu pada
Mei 2011 Briptu, Ahmad memanggil AAL dan, diintrogasi sampai
mengembalikan sehdélnya, namun AAL tétép di se.retl ke meja hijau.9

8. Pencurian Kaos Bekas

Senin 8 Februari 2010 Meta Aspuri 19 tahun harus menghadap ke
meja hijau di Pengadilan Negeri Serang, Banten. la didakwa telah
mencuri kaos tetangganya yang bernama Dewi. Gara-gara memungut kaos
yang ada di pagar rumah Dewi, Meta terancam penjara 5 tahun sesuai
pasal 362 KUHP. Meta memungut kaos di rumah Dewi karena mengira

kaos tersebut sudah tidak terpakai lagi. Meta memberikan kaos tersebut

8 -
Ibid.,
®  https://news.detik.com/berita/d-1796516/curi-sandal-polisi-seharga-rp-30-ribu-pelajar-
terancam-5-tahun-bui, diakses 4 Maret 2019, pukul 09:50.
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kepada paman angkatnya yaitu Juheli. Padahal kaos tersebut dibuang oleh
Marhaban yang merupakan orang suruhan Dewi untuk bersih-bersih
rumah. Marhaban membuang Kaos tersebut karena telah dipakai untuk
bersih-bersih dan kaos tersebut pun kotor. Kepada Majelis Marhaban
mengaku bahwa tidak meminta izin kepada Dewi terlebih dahulu saat
membuang kaos tersebut. Meta ditahan dua setengah bulan selama
menjalani kasusnya tersebut. la tidak dapat membantu keluarganya™ dan
juga tidak mengajar ngaji lagi selama ditahan.
9. Pencurian Piring

Adalah Rasminah dituduh telah mencuri seperangkat piring dan
bahan sop buntut. la dituduh mencuri karena barang berupa enam piring,
pakaian bekas, dan bahan sup ditemukan di dalam kontrakannya tepatnya
di Gang Damai RT 03/05 kampung sawah lama Ciputat Tangerang.
Sontak Rasminah me_ndekan di. dalam al_-&‘lﬂpas_ Wanita Tangerang selama
enam bulan. Menﬁrﬁt Aisyah sang rhajvik'an, Rﬁshinah telah mencuri
piring bermerek seharga Rp. 2.000.000,00 dan bahan sop buntut seharga
Rp. 500.000,00. Selain itu Aisyah juga mengaku telah melihat barang-
barang yang telah lama hilang dari rumahnya, seprti emas seberat 500
gram, uang 10 ribu dolar AS, amplop berisi uang pensiun sebesar Rp.

10.000.000,00, beberapa uang sepatu, televisi, pakaian mewah, pakaian

19 Meta Aspuri membantu keluarga angkatnya dengan bekerja di ladang, ia mendapatkan
upah dari Rp. 20.000,00- Rp. 100.000,00 tergantung pekerjaan yang dikerjakan, selama ia tinggal
di rumah Ujang dan Otih selaku orang tua angkat, ia telah meringankan beban keluarga angkatnya
itu yang mempunyai delapan
anak, https://megapolitan.kompas.com/read/2010/02/10/08480720/sehelai.kaus.mengantar.ke.mej
a.hijau, diakses 4 Maret 2019, pukul 10:20.
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dalam, dan menurutnya ia menilai tabungan anak Rasminah yang tak
wajar senilai Rp. 7.000.00,00. Namun, berdasarkan keterangan saksi
sebanyak delapan orang, tak ada satupun yang membenarkan keterangan
Aisyah.!
10. Pencurian Mrica
Kakek Rawi yang berusia 66 tahun warga Dusun Sengkang, Desa
Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Sinjai, Sulawesi Selatan didakwa di
Pengadilan Negeri Sinjai atas tuduhan pencuruan merica seberat 500 gram
dengan nilai Rp. 100.000,00. Rawi terancam penjara selama 5 tahun
karena kasus tersebut. Padahal pemilik kebun mrica tersebut yang masih
merupakan keluarga dari kakek Rawi tidak mempermasalahkan kasus ini.
Namun Cama dan Rustam yang melihat kejadian tetap melaporkan Kakek
Rawi ke Polisi, dan kasusnya pun berlanjut ke meja hijau.*?
Bandingan penerapan hukum dalam rka“_sus__di atas,dengan kasus-kasus
berikut ini: o | -
1. Kasus Korupsi 31 Miliar
Tepatnya di Pekanbaru Riau Hakim di Pengadilan Negeri
Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada DPRD Bengkalis dengan vonis
18 Bulan Penjara. VVonis ini sangatlah ringan karena tuntutan jaksa selama
delapan tahun enam bulan penjara pada Rabu 31 Mei 2017. DPRD

bengkalis telah mengkorupsi dana Bantuan sosial yang telah dikucurkan

1 https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynhzh-rasminah-

menggugat-kronologis-kasus-hukum-6-buah-piring-bag-2, diakses 4 Maret 2019, pukul 12:42.
2 https://news.detik.com/berita/1814041/kakek-pencuri-merica-50-gram-diancam-5-tahun-
bui-keluarga-kecewa, diakses 4 Maret 2019, pukul 12:45.



https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynhzh-rasminah-menggugat-kronologis-kasus-hukum-6-buah-piring-bag-2
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/31/lynhzh-rasminah-menggugat-kronologis-kasus-hukum-6-buah-piring-bag-2
https://news.detik.com/berita/1814041/kakek-pencuri-merica-50-gram-diancam-5-tahun-bui-keluarga-kecewa
https://news.detik.com/berita/1814041/kakek-pencuri-merica-50-gram-diancam-5-tahun-bui-keluarga-kecewa
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oleh pemerintah pusat senilai 31 miliar. Selain mendapat hukuman penjara,
memerintahkan untuk membayar denda 50 juta subsider 2 bulan penjara,
dan uang pengganti 15 juta. Ini sangatlah bertolak belakang dengan
tuntutan jaksa yang menuntut denda 500 juta subsider 6 bulan dan denda
385 juta. dengan catatan bahwa ketika tidak sanggup membyar maka harta
benda akan disita untuk pelelangan sebagai uang ganti.™
2. Kasus Bank Century

Bank Century telah merugikan negara sebanyak 6,7 Tiriliun, kasus
ini melibatkan para pejabat tinggi negara seperti Boediono yang pernah
menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kasus ini bermula saat
ditetapkannya Budi Mulia sebagai tersangka oleh KPK yang pada waktu
itu diketuainoleh Abraham Samad. Budi Mulia telah di tuntut selama 17
tahun dan denda 800 juta oleh jaksa penuntut umum karena telah
merugikan negara -sebanyak 7 tirtlun Aterk“‘ait_kasus,penyalahgunaan atau
perbuatan melawah Hukﬁm Bank Centﬁry. 'Tersanlgkla lain seperti Robert
Tantular dan dua pemilik lainnya yang merupakan pemegang saham
terbesar Bank Century yaitu 70 persen diduga telah melakukan tindak
pidan perbankan. Kasus ini telah “di vonis” secara politik oleh DPR,
namun proses hukumnya berlarut-larut bahkan saat ini mengalami

stagnan.™*

18 https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-

bengkalis-divonis-15-tahun-bui, diakses 4 Maret 2019, pukul 12:53.
4 https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury 101,
diakses 4 Maret 2019, pukul 13:00.
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3. Korupsi Ketua DPRD Jawa Tengah
Tepatnya tahun 2004, Rukma tersandung kasus korupsi pengadaan
dana buku perpustakaan Purworejo. Melalui putusan Pengadilan Negeri
Purworejo dengan nomor 20/PID.B/2009/PM.Pwr ia terbukti secara sah
dan meryakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan
keuangan negara atau daerah senilai 4,63 miliar. Kemudian Rukma
mengajukan Banding dan dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi
Jawa tengah ia di vonis bebas melalui putusan bernomor perkara
389/PID/2009/PT.SMG. Selama proses banding Rukma tetap ditahan
dalam Rutan Purworejo, namun mengajukkan penangguhan penahanan
dan dikabulkan.”
4. Kasus Suap Bupati Huku Sungai Tengah
Donny Winarto dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 50
juta subsider 1 bulan._ Ja -mendapat, hu.kuman tersebut setelah menyogok
bupati hulu sunga.i .tengah, yaitu Abdui Latif éet;esar 3,6 miliyar. la
menyogok dengan tujuan agar dimenangkannya PT Menara Agung Pusaka
dalam proyek lelang pembangunan ruang perawatan RSUD H Damanhuri
Barabai Kelas I, II, dan VIP pada tahun 2017.°
5. Kasus Suap 9,6 Miliar
Adalah Taufik Rahman yang merupakan Kepala Dinas Bina Marga

Lampung Tengah, ia divonis dua tahun penjara serta denda 100 juta

15 https://nasional.tempo.co/read/440099/ketua-dprd-jawa-tengah-terdakwa-kasus-

korupsi/full &view=0k, diakses 4 Maret 2019, pukul13:07.
16 https://nasional.kompas.com/read/2018/05/24/14372971/menyuap-bupati-hulu-sungai-
tengah-kontraktor-divonis-2-tahun-penjara, diakses 4 Maret 2019, pukul 13:11.
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subsider dua bulan oleh mejelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Taufik
telah melakukan penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Lampung
Tengah dengan total 9,6 miliar. Tujuan suap tersebut adalah agar
disetujuinya rencana peminjaman daerah kabupaten Lampung tengah
kepada PT Sarana Mukti Infrastruktur.’
6. Kasus Suap 6,7 miliar

Direktur utama Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah
mendapatkan vonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 200 juta subsider
3 bulan. la divonis karena melakukan penyogokan terhadap Asrun selaku
walikota Kendari pada periode 2012-2017 dan juga Adriatma Dwi Putra
walikota Kendari 2017-1022. Uang sebanyak 6,7 miliar diberikan Hasmun
agar perusahaannya menang dalam lelang pekerjaan multi years
pembangunan gedung DPRD Kendari tahun 2014 dan 2017. Lalu dalam
pembangunan Tamba'_[\Labuh. Zona. il taman_ wisat-teluk, ujung kendari
Beach pada tahun 20.14-2017. Dan jugav agaf mena.ngl lelang pembangynan
jalan Bungkutoko-Kendari New port pada tahun 2018-2020.8

B. Pembahasan
1. Asas equality before the law dilihat dalam perspektif hukum Islam dan

konstitusi Indonesia

Dari kasus-kasus dalam sub bab sebelumya dapat dilihat dan

dibandingkan, dalam penerapan asas equality before the law jika dilihat

17" https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/21335571/menyuap-anggota-dprd-kadis-

bina-marga-lampung-tengah-divonis-2-tahun, diakses 4 Maret 2019, pukul 13:23.
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/13032641/penyuap-wali-kota-dan-
mantan-wali-kota-kendari-divonis-2-tahun-penjara, diakses 4 Maret 2019, pukul 13: 25.
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https://nasional.kompas.com/read/2018/07/30/13032641/penyuap-wali-kota-dan-mantan-wali-kota-kendari-divonis-2-tahun-penjara
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dalam hukum Islam menurut penulis tidak sesuai dengan ajaran Islam
yang ada. Dilihat dari beberapa dasar hukum Islam atau sumber hukum

Isalam diantaranya adalah:

L@é;;t;-f:}u;,s:»?sw w}ﬂ» s

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa ayat 1)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Mengenal”. (QS. Al-Hujarat ayat 13)
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan
bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada
yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
mengetahui. (QS. Ar-Rum ayat 22)
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih
baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan
gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Hujarat ayat 11)

e Ll e U B Bl s /} J-P'/ °3 JU‘ZJEZSU

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu,
sehingga orang lemah tidak putus asa dari, keadilanmu, dan orang mulia
tidak mengharap kectranganmu.' (HR ad' Daaruguthni)”. 19

S (e Jo L e U e e i

“Pada dasarnya Manusia makhluk yang sederajat atau setara seperti gigi-
gigi pada sisir. Tidak ada yang membedakan antara manusia dari Arab dan
manusia dari selain Arab, kecuali karena kualitas ketakwaannya”.?
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Y9 Muhammad Ali al-Hasyimi, “Keadilan & Persamaan dalam Masyarakat Muslim”,
https://d1.islamhouse.com>data>chain, diakses 4 Oktober 2018, pukul 5:32.

20 Musdah Mulita, “Prinsip kesetaraan manusia”
http://www.mujahidahmuslimah.com/home/dok/kesetaraanmanusia.pdf, diakses 15 februaru 2019,
pukul 9:53.
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Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab;
Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu lbnu Qais dari Abu Sa'id
budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Janganlah kalian saling mendengki,
saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada
seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam
penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang
saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah
bersaudara tidak bolehi menyakiti; ! /merendahkan; Jataupun menghina.
Takwa itu ada di sini  (Rasulullah™ menunjuk dadanya), Beliau
mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat
jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu
dengan yang lainnya haram darahnya. hartanya, dan kehormatannya."
Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Usamah yaitu Ibnu
Zaid Bahwa dia mendengar Abu Sa'id -budak- dari Abdullah bin Amir bin
Kuraiz berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan
Hadits yang serupa dengan Hadits Daud, dengan sedikit penambahan dan
pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak
melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada
hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).*

2! Imam Abu Zakariya Yahya, Sahih Muslim...., him. 103.
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“Hai manusia, sesungguhnya tuhan kalian satu (&), bapak kalian satu
(Adam); ketahuilah tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang ajam;
tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang arab; tidak juga bagi orang
kulit berwarna hitam dan sebaliknya, kecuali dengan takwa (HR
Ahmad)”.*
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“Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan agung telah membuang jauh
keangkuha jahiliah dan kesombongan atas dasar keturunan (darah)...
semua kalian adalah keturunan adam, dan Adam dari tanah (HR Turmudzi,
Abu Daud, Imam Ahmad)”.?
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"Pada Suatu hari terdapat ‘seekor anjing'sedang be'rputar-putar di sekitaran
sumur. Anjing itu kelihatan sangat kehausan dan bahkan hampir mati. Saat
itu ada seorang PSK dari kaum Bani Israil melihat anjing kehausan itu.
Kemudian PSK tersebut mencopot sepatunya untuk mengambil air dari
sumur. Lalu, ia pun memberikan anjing tersebut minum. Sebab perbuatan
ini, Allah SWT mengampuni seluruh dosa-dosa sang PSK tadi.”(HR.
Imam Bukhari)”. %

ﬁ:;.\.a,d) é)./@:-) L;fﬁ d).:»%}u; L;? guU\ JJ
“Berikanlah pelayanan yang sama baik itu dalam majelismu, dalam

hadapan wajahmu, dan juda di dalam putusanmu”. 2

22 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945..., him. 91.

% bid.,

* bid.,

2 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan...., him. Xxi-xxii.
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Dari dasar hukum atau sumber hukum Islam yang telah ada di atas
secara umum penulis tidak menemukan satupun ayat dari al-Qur’an atau
juga dari Hadis Nabi yang menyuruh manusia untuk membeda-bedakan
atau mendiskriminasi manusia lainnya. Dengan kata lain bahwa Islam
sendiri mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi
manusia yang satu dengan yang lainnya. Disinilah asas equality before the
law dapat ditemukan di dalam ajaran Islam dan menjadi ruh dalam
penegakkan hukum Islam. Pada dasarnya manusia sama di hadapan
tuhannya tidak ada yang membedakannya kecuali ketagwaannya.
Sehingga manusia secara umum Yyang bertindak sebagai makhluk tidak
boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya karena
tuhanpun tidak membeda-bedakan makhluknya baik itu yang kaya atau
yang miskin atau yang lainnya.

Secara khusus dalam- hukum pldana Islam pun seorang penegak
hukum tidak boleh ada unsur dlskrlmlna3| atau pembedaan Kketika
menghadapi suatu kasus yang dihadapi. Bahkan Rasulullah pun tidak
membeda-bedakan anaknya dengan seorang seorang yang miskin
sekalipun dan menyuruh agar menyamakan manusia tidak membeda-
bedakan yang kaya dan miskin atau yang lainnya. Seperti sebuah hadis
yang berbunyi:
u;umu;:;ic.:j:;x;;ua;m@ua;wd&u»
uJ‘ PO AA IS Sa r@“‘ LW;L\ Wbuf«o};i:;;u\.@# a‘
\;wp;ga;w\duwdy)%
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Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan
kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan
kepada kami Muhammad bin Rumh telah mengabarkan kepada kami Al
Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang
Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita
Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah
yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani
melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam.” Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal
itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
"Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari
hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah,
sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan
orang-orang sebelum’kalian adalah; ketikal orang-orang terpandang mereka
mencuri, mereka memblarkannya (tidak menghukum), sementara jika
orang-orang yang rendahan dari mereka mencuri mereka menegakkan
hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri,
sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” Dan dalam hadits
Ibnu Rumh disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan
orang-orang sebelum kalian”. 27

;
g
o

Kasus yang penulis temukan di atas tidak mengindahkan adanya
asas equality before the law dilihat dengan adanya putusan yang tidak
setara atau tidak sebanding. Seorang pencuri yang hanya mencuri seharga

tidak sampai Rp. 50.000,00 dihukum hingga dua bulan lamanya bahkan

%% |mam Abu Zakariya Yahya, Sahih Muslim...., him. 159.
2" |bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram Min Adillatul Ahkam, Darul Aqudah, t.k, 2003,
diterjemahkan oleh Zaenal Abidin, Terjemah Bulughul Maram..., him. 605.



89

ada yang terancam hingga lima tahun sedangkan yang berates-ratus juta
bahkan bermiliyar-miliyar hanya dihukum dua tahun saja bahkan ada yang
bebas tanpa hukuman. Disinilah asas equality before the law tidak
diterapkan dengan baik. Ketika seorang penegak hukum berpatokan pada
kesalahan dan besaran nilai dari apa yang diambil maka seharusnya
koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dihukum lebih berat
dari sekadar 2 tahun penjara saja bahkan bebas. Jika dilihat dengan
seorang pencuri yang mencuri barang tak lebih dari Rp 50.000,00 dihukum
berkisar 1 bulan sampai 2 bulan penjara bahkan ada yang terancam hingga
5 tahun.

Indonesia merupakan suatu negara sehingga seharusnya menjadi
pengayom atau pelindung bagi warga negaranya, bukan sebagai
pendiskriminasi warga negara sesuai dengan sabda Rasulullah saw dalam

riwayat Umar Bin Khattab, yaitu;

o}a/.ﬁ} or o 2/ ozoo,:,} }./0‘5/
(jlbyu\ sk 2,V d;wy Olll)
“Negara dalah payung Allah di muka bumi, dimana merupakan tempat
berlindung rakyat yang terdzalimi (mereka yang hak-haknya tidak
terpenuhi atau juga diratmpas)”.28

Atau juga sesuai pernyataan Umar Bin Khattab dalam pidato

pengukuhan dirinya sebagai Khalifah yaitu:

f
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%8 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945..., him. 93-95.
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“Dalam pandangan saya rakyat yang lemah sejatinya adalah kuat sehingga

saya harus mengembalikan apa yang menjadi haknya, sementara itu rakyat

yang kuat adalah lemah, sehingga saya harus mengambil haknya”.?

Jika dilihat lebih dalam bahwa hukum Islam mengisyaratkan
adanya penegakkan asas equality before the law yang nantinya akan
menghasilkan keadilan yang diamanatkan oleh ajaran Islam. Keadilan
menjadi hal yang fundamental dalam penegakkan hukum Islam terutama
dalam hukum pidana Islam seperti dalam tulisan Abu Qasim al-Amadi

yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi bahwa:

S 5 s ¢ S s K0 5 IR U el gl
Byl e U3 Wy a2l Sl sl @ Jy
pol) 3 S G (8 () R 5 e A

) A2
gl ANy s O

“Keadilan merupakan konsep yang mencakup semua orang, atau
komunitas, tanpa dipengaruhi adanya rasa subjektif suka atau tidak suka.
Atau keturunan, stattisisesial’ kaya atau’miskun, yang kuat yang lemah,
yang pada intinya mengukur manusia dengan ukuran yang sama sebagai

manusia, hamba Allah dan ciptaannya”.30

Apa yang dikatakan oleh Abu Qasim al-Amadi tentang konsep
keadilan. Keadilan dapat dilihat di dalam sumber hukum Islam yang telah

ada, diantaranya:

29 H
Ibid.,
%0 Masdar Farid Masudi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Hukum Islam, (Jakarta
Selatan: P3M, 2012), him. 89.
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a. QS An-Nisa ayat 58

o B O 28 1305 Ll

-

@
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”.

b. QS An-Nisaa ayat 135

A6, )\u\j,u\ me»,q';ig

MBWQ)M

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.
Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi
saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa
yang kamu kerjakan”.
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c. QS Al-Maidah ayat 8
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan”.

d. QS Al-Maidah ayat 42
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“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang
kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu)
diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling
dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu
sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka
putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang adil”.

2
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e. Al-An’am ayat 152
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“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara
yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah
takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban
kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila
kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia
adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

Al-A’raf ayat 29
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Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan
(katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan
sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya.
Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian
pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".

. An-Nahl ayat 90**
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
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h. As-Syura ayat 15
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"Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah
sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa
nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang
diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara
kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal
kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara
kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah
kembali (kita)".

I. Al-Ahgaf ayat 19

© u;&iywﬁu| ;4, |j1fuw,>dg=4,

“Dan bagi masmg-masmg mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

J. Al-Hujarat ayat 9
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“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan,
dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang berlaku adil”.

k. Al-Hadiid ayat 25

f5i) T ledly CuSTT Agae Wy iU G5 Wiyl 33
ke

Sy S, oo B8 - SRS L 7%

28 8 - }ﬁ"" 7=

ijjcfs)ﬁdjd Q/lg_ﬁ.!.‘bjé\l.w)):oj\@qw&

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya
terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya
padahal Allah tidak dlllhatnya Sesungguhnya AIIah Maha Kuat lagi
Maha Perkasa”! /A

I. Al-Mumtahanah ayat 8

[
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“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil”.
Begitu banyak ditemukan di dalam al-Qur’an ayat yang
mengharuskan manusia bersifat adil. Adil merupakan hal yang sangat di

perhatikan oleh Allah agar manusia dapat berlaku adil kepada sesama
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manusia dan bahkan selain manusia seperti hewan, tumbuhan dan lain
sebagainya. Ketika persamaan ditegakkan atau juga dijalankan maka akan
tercipta suatu keadilan seperti yang dikatakan Abu Qasim al-Amadi diatas.
Karena jika keadilan ditegakkan maka di dalam negara Indonesia
tampaklah bahwa syariat Allah dan Rasullullah ada dan menjadi ruh dalam
negara Indonesia. Sesuai dengan tulisan Ibnu al-Qayyim, at-Thuruq al-

Hukmiyah yang dikutip oleh Masdar Farid Masudi yaitu:
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“Manakala tanda-tanda keadilan telah tampak dan ménunjukkan wajahnya,
dengan cara apapun, maka disana ada syariat Allah dan Agama-Nya. Jalan
apapun yang dapat menghadirkan keadilan dan keseimbangan, itulah
Agama, tidak dapat dikatakan bahwa politik yang adil berlawanan dengan
syariah. Sebaliknya politik yang adil sejalan dengan syariah, bahkan

merupakan bagian darinya. Kami menamakan sesuai dengan arti
terminologisnya; yaitu keadilan Allah dan Rasul-Nya”.*"

Maka dailihat dari dasar hukum Islam yang penulis temukan dapat
penulis simpulkan bahwa penegakkan hukum di Indonesia tidak sesuai
dengan ajaran Islam yang notabene merupakan salah satu sumber hukum
di Indonesia. Dalam menegakkan hukum seorang hakim harus melihat

asas equality before the law agar wajah hukum dapat terlihat dengan

%L Ibid., him. 94-95.
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terciptanya keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara
Indonesia.

Bagaimana dalam konstitusi?. Dalam konstitusi Indonesia yaitu
Undang-Undang Dasar 1945, kasus tersebut setelah penulis menelaah juga
tidak sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh Konstitusi. Adapun
pasal-pasal yang tersimpangi atau dilanggar terhadap penagkkan kasus
tersebut diantaranya adalah:

a. Pasal 1 ayat (3)

Dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi “Indonesia adalah negara
hukum”. Pasal ini telah terlanggar jika melihat implementasi dari asas
equality before the law tersebut. Karena negara hukum merupakan
negara yang menjunjung tinggi hukum. Secara jelas bahwa dalam
negara hukum mempunyai beberapa hal yang harus ada diantaranya
adalah adanya, supremasi‘ hukum, persamaan di hadapan hukum
(equality before .thellaw), dan jaminanl hak ésési manusia di dalam
konstitusi. Melihat implementasi penegakkan hukum di Indonesia
secara jelas melanggar prinsip negara hukum.

b. Pasal 27 ayat (1)

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa ‘“segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Pasal ini merupakan pasal yang begitu jelas

mengamanatkan agar dijalankannya asas equality before the law.
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Dalam implementasi tentang penegakkan hukum di Indonesia tidak
sejalan dengan amanat dari pasal 27 ayat (1) yang begitu indah
mengagungkan asas equality before the law.

c. Pasal 28D ayat (1)

Pasal 28D ayat (1) berbunyi “setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain pasal 27 ayat (1),
pasal yang mengandung asas equality before the law yaitu pasal 28D
ayat (1). Begitu pentingnya asas equality before the law sangat jelas
terlihat dengan ditegaskannya peraturan tentang persamaan di hadapan
hukum. Sehingga implmentasi yang telah penulis temukan juga
melanggar pasal ini.

d. Pasal 28H ayat (2)

Pasal 28H‘ahyat (2) berbunyi-.‘”se_t,iap erang berhak mendapat
kemudahan dan berlékuan khusus untuk membefoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Berbeda
dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1), dalam pasal 28H ayat
(2) persamaan dilakukan untuk mewujudkan keadilan. Ini merupakan
output yang diharapkan ketika persamaan atau equality dijalnkan
dengan benar. Melihat implementasi yang ada maka persamaan bahkan
keadilan tidak tercapai dan melanggar pasal 28H ayat (1).

Konstitusi yang merupakan aturan dasar di negara Indonesia sudah

pasti mengilhami peraturan di bawahnya diantaranya Undang-Undang No.
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39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2)
menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian
hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Ini menandakan
bahwa asas equality before the law memang merupakan asas yang sangat
fundamental dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Sehingga dapat
dipastikan seluruh kasus yang ditangani hakim harus berkiblat pada asas
equality before the law.

Lebih khusus dalam hukum pidana positif yaitu di dalam
penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana bahwa di dalamnya menjelaskan tentang perlakuan yang
sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak melakukan
perbedaan perlakuan. Kemudian dalam konsideran Undang-Undang
tersebut menjelaskan _bahwa negara. l‘ndon‘(‘_esa__adalah.negara hukum yang
berdasar pada Pancééila dan UuuD 1945; yéhg menjuﬁjung tinggi hak asasi
manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya
di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum
dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Maka dari itu jelaslah bahwa
Indonesia sebagai negara hukum harus dapat menjunjung tinggi hukum
dengan menjalankan hukum dengan baik sesuai apa yang diamanatkan

konstitusi dan peraturan turunan lainnya.
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Adapun urgensi dijalankannya asas equality before the law juga

dikemukakan oleh tokoh-tokoh terkenal. Pendapat-pendapat tokoh tersebut

dapat dilihat sebagai berikut:

a. R.W.M. Dias

Dalam bukunya “jurisprudence” yang dikutip oleh
Taufiqurrahman Syahuri, berpendapat bahwa secara umum keadilan
didasarkan pada persamaan “equality”.* Keadilan dapat tercipta ketika
adanya persamaan, persamaan merupakan hal yang fundamental agar
terwujudnya keadilan. Agar tercipta hal tersebut tidak diperbolehkan

adanya diskriminasi ras, agama, suku, kedudukan, dan lain sebagainya.

. John Rawls

Dalam bukunya A Theori of Justice mengemukakan bahwa
keadilan dapat tercipta dengan adanya perlakuan yang sama kepada
setiap orang at-au_untuk memberikan-._kesetaraan. kesempatan kepada
setiap orang. Mésyérakat harus rhefnberikaﬁ berhatian yang lebih
kepada mereka yang lebih sedikit memiliki aset alami dan pada mereka
yang dilahirkan pada posisi-posisi yang kurang menguntungkan. Hal
ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesetaraan.* Sama
halnya dengan R.W.M. Dias bahwa pada prinsipnya kesetaraan atau

juga persamaan merupakan hal yang fundamental sehingga dapat

%2 Taufiqurrahman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai..., him. 97.

% John Rawls, A Theori of Justice, Harvard Univercity Press, Massachusets, 1995,

diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan Dasar-Dasar
129.

.....

him. 120-
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terwujud keadilan. Keadilan merupakan hal yang diagungkan dalam
negara hukum.

Keadilan merupakan hal yang begitu penting. Menurut Gustav
Radbruck yang dikutip oleh Syamsul Fatoni mengemukakan bahwa ada
tiga hal yang ada di dalam penegakan hukum vyaitu keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan. Ketika dalam pelaksanaannya terjadi
pertentangan menurut Sudikno yang didahulukan adalah keadilan. Ketika
keadilan dijalankan mendahulukan kepastian hukum maka akan menjadi
tantangan bahwa hukum akan berkembang dan akan mengejar
ketertingalan dengan perkembangan di dalam masyarakat, kemudian
keadilan di dahulukan dibandingkan dengan kemanfaatan karena dalam
penerapannya kemanfaatan lebih menguntungkan bagi masyarakat elit
sedangkan masyarakat miskin kurang mendapatkan akses dari adanya
kemanfaatan tersebut.?f -

Juga mengufip ‘pendapat salah sétu hakirﬁ pengadilan negeri
Purwokerto Deny Ikhwan menyatakan bahwa pentingnya asas equality
before the law ditegakkan demi terciptanya keadilan yang di harapkan.
Dalam penegakkan hukum yang terdiri dari kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan yang harus diutamakan adalah keadilan. karena ketika adil
sudah tercipta maka wajah hukum akan terlihat sesuai dengan sila ke 5

Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

% Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan..., him. 32.
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Dalam implementasi penegakkan kasus yang telah penulis temukan
nampaknya tidak sesuai dengan asas persamaan dihadapan hukum.
Sehingga untuk menggapai bukit keadilan sangat sulit karena agar dapat
tercapai keadilan jalan yang harus dilewati sebagai pijakan adalah
persamaan dihadapan hukum atau equality before the law. Jika persamaan
di hadapan hukum telah dilalui sebagai pijakan dalam menegakkan hukum
maka sesuai apa yang telah penulis temukan sesuai dengan teori yang ada
dan juga pendapat hakim akan tercapailah keadilan. Keadilan harus
ditegakkan dengan melihat asas persamaan. Selain itu juga harus melihat
kebutuhan para pihak, sesuai dengan pendapat Boeree yang dikutip oleh
Muhammad taufiq bahwa keadilan tidak selalu diterapkan dalam koridor
bahwa yang memberikan input atau pengorbanan itulah yang akan didapat,
atau yang bekerjalah yang mendapatkan hasil. Bagaimana dengan orang
cacat, miskin, lanjut ‘usia, dan sebagainya? Apakah,meraka tidak boleh
menerima obat-obatén, fnakanan, pakaian, dan kebufuhan dasar lainnya?.
maka yang paling tepat dalam rumusan persamaan yang menghasilkan
keadilan adalah tiap orang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.®

2. Perbandingan asas equality before the law dalam perspektif hukum Islam
dengan asas equality before the law dalam perspektif konstitusi Indonesia.

Dalam sub sub bab ini penulis akan membandingkan asas equality
before the law menurut perspektif hukum Islam dengan perspektif

konstitusi Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri banyak dasar hukum

% Ibid., him. 36-37.
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yang menjelaskan mengenai asas equality before the law yang nantinya
akan tercipta keadilan. Diantaranya An-Nisa ayat 1, Al-Hujarat ayat 13,
Ar-Rum ayat 22, Al-Hujarat ayat 11, QS An-Nisa ayat 58, QS An-Nisaa
ayat 135, QS Al-Maidah ayat 8, QS Al-Maidah ayat 42, Al-An’am ayat
152, Al-A’raf ayat 29, An-Nahl ayat 90, As-Syura ayat 15, Al-Ahgaf ayat
19, Al-Hujarat ayat 9, Al-Hadiid ayat 25, Al-Mumtahanah ayat 8.* Selain
dari ayat al-Qur’an tersebut juga terdapat dalam hadis 7 yeng telah
disebutkan di bab sebelumnya. Dalam perspektif konstitusi Indonesia
terdapat beberapa pasal konstitusi yang menjelaskan mengenai asas
equality before the law, diantaranya adalah pasal 27 ayat (1), pasal 28D
ayat (1), dan pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.% Selain dari
konstitusi juga terdapat dalam undang-undang lainnya seperti Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam pasal
3 ayat (2), dan khusu‘s\ mengenai hukum..‘pidana asas equality before the
law dapat dijumpai. di ‘dalam Undang-Uﬁdang vNc.)mor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana yaitu dalam penjelasan umum.®® Selain dari
peraturan perundang-undangan, penegasan tentang asas equality before the
law dapat ditemukan dalam tori-teori hukum yang telah ada dalam bab
sebelumnya.*

Setelah penulis menganalisis dan membandingkan baik di dalam

hukum Islam maupun dalam Konstitusi Indonesia. Pada dasarnya asas

% Dapat dilihat dihalaman 31-40.
%" Dapat dilihat di halaman 40-46.
%8 Dapat dilihat di halaman 57-58.
% Dapat dilihat di halaman 60.

“% Dapat dilihat di halaman 60-67.
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persamaan kedudukan dihadapan hukum atau asas equality before the law
merupakan asas yang fundamental dalam penegakkan hukum terkhusus di
dalam penegakkan hukum pidana. Baik di dalam hukum Islam maupun
dalam Konstitusi Indonesia asas equality before the law merupakan sarana
atau tahapan yang harus dijalani dan dilaksanakan untuk memutuskan
permasalahan terutama hukum pidana. Persamaan di sini dilakukan
dengan melihat bahwa seorang hakim ketika memutus perkara tidak boleh
membeda-bedakan atau mendiskriminasi semua orang yang berperkara di
pengadilan. Diskriminasi ini berkaitan dengan ras, agama, suku, bangsa,
keyakinan, kedudukan, kaya, miskin, warna kulit, dan lain sebagainya
yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam memutus perkara. Maka
dari itu harus dihilangkan adanya sifat diskriminasi sehingga keadilan
yang diharapkan dan dicita-citakan oleh negara Indonesia sesuai dengan
Pancasila yang merupakan salah satu-pilgr‘berdi,rinya bangsa Indonesia
yaitu dalam sila ke .5 .yaifu keadilan bagiv sélufuh rakyét Indonesia.
Sementara dari kasus yeng telah penulis temukan baik dari hukum
Islam maupun dari konstitusi Indonesia tidak sesuai dengan amanat asas
equality before the law. Yang membedakan antara hukum Islam dengan
konstitusi Indonesia terkhusus dalam penegakkan hukum pidana hanyalah
berat hukumannya, di dalam hukum Islam pembalasannya setimpal.

Membunuh akan dihukum dengan gisas atau juga diganti dengan diyat.*"

! Qisas merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku setimpal dengan hukumannya
sedangkan Diyat merupakan hukuman ganti rugi yang diberikan dari pelaku kepada korban atas
apa yang telah dilakukan pelaku, untuk besarannya ditentukan oleh wali atau hakim. Dalam
penerapannya hukuman ini dapat terjadi beberapa kemungkinan, seperti gisas bida berubah
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Dalam Konstitusi Indonesia berkenaan dengan hukuman seorang
pembunuh belum tentu dihukum dengan dibunuh juga karena prinsipnya
bukan setimpal melaimnkan efek jera, maka dari itu harus melalui proses
peradilan yang ketentuan hukumannya terdapat di dalam KUHP pasal 10
dan terkhusus hukuman membunuh diatur didalam pasal 338 sampai
340.% Maka dari itu seorang hakim dalam memutus perkara sebaiknya
lebih memperhatikan asas-asas hukum yang ada terutama asas equality
before the law agar tercapai keadilan yang diharapkan dan tidak lagi ada
ketimpangan seperti kasus yang penulis temukan.

3. Implementasi asas equality before the law dalam hukum pidana di
Indonesia jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dan konstitusi
Indonesia.

Dalam hukum pidana sendiri baik dalam hukum Islam maupun
dalam konstitusi Indqne-sia jika dilihat:dq_larn implementasi penegakkan
hukum seperti délém ‘kasus Nenekv I\‘/Ii'nah Yaﬁg mencuri 3 buah
kakao/coklat seharga Rp. 2.100,00. Kemudian Minah dijatuhi hukuman 1
bulan 15 hari karena kasus tersebut. Kasus Hamdani yang mencuri sandal
bolong ia dihukum penjara 5 bulan penjara dipotong masa tahanan. Kasus
Empat warga dukuh Secong yang mencuri kapas tidak lebih dari 2 kg
seharga Rp. 4.000,00. Yang di meja hijaukan. Kasus Basar dan Kholil
yang mencuri semangka ia dihukum penjara 2 bulan 10 hari. Kasus parto

yang mencuri Jagung seharga 10.000,00 ia terancam hukuman penjara

menjadi diyat, atau juga bisa jadi hukuman diyat bisa dimaafkan oleh wali sehingga hukumannya
menjadi hilang atau dianggap tidak ada. Lihat: Hariyanto, Hak Asasi Manusia dan...., him. 70,
*2 Lihat KUHP.
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maksimal 5 tahun. Kasus Klijo Sumarto pencuri pisang seharga Rp.
2.000,00 ia dihukum kurungan selama 20 hari. Kasus AAL pencurian
sandal jepit seharga Rp. 30.000, ia tancaman 5 tahun penjara. Kasus Meta
Aspuri encurian kaos bekas ia terancam 5 tahun penjara. Kasus Rasminah
pencurian piring ia mendekan di dalam Lapas Wanita Tangerang selama
enam bulan. Kasus Kakek Rawi pencurian merica seharga Rp. 100.000,00.
ia terancam penjara selama 5 tahun.*

Kemudian penulis membandingkan dengan kasus berikut yaitu
diantaranya kasus DPRD Bengkalis yang melakukan korupsi sebanyak 31
Miliar, ia hanya dihukum selama 18 Bulan Penjara. Kasus Bank Century
yang merugikan Negara sebanyak 7 tiriliun kasus ini telah “di vonis”
secara politik oleh DPR, namun proses hukumnya berlarut-larut bahkan
saat ini mengalami stagnan. Kasus Rukma yang merupakan Ketua DPRD
Jawa Tengah melakukan korupsi sebanyak 4.63, miliar, ia di vonis bebas
melalui putusan berﬁombr perkara 389/PID72009/Pf.SMG. Kasus Donny
Winarto yang menyuap Bupati Huku Sungai Tengah sebesar 3,6 miliar, ia
dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 50 juta subsider 1 bulan.
Kasus Taufik Rahman yang merupakan Kepala Dinas Bina Marga
Lampung Tengah, ia melakukan penyuapan terhadap anggota DPRD
sebesar 9,6 miliar dan hanya dihukum 2 tahun penjara serta denda 100 juta

subsider dua bulan. Kasus Hasmun Hamzah yang melakukan suap

*® Dapat dilihat di halaman 72-78
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terhadap walikota kendari sebesar 6,7 miliar, ia hanya dihukum 2 tahun
penjara dan denda 200 juta subsider 3 bulan.**

Jika dilihat dalam hukum Islam dan konstitusi Indonesia maka
penerapan hukum dalam kasus yang penulis temukan tidak sesua dengan
hukum Islam dan Kkonstitusi Indonesia. Terlihat dari hukuman yang
djatuhkan kepada terpidana kasus korupsi yang hanya mendapatkan
hukuman berkisar 2 tahun saja dan bahkan ada yang bebas tanpa harus
menjalani hukuman. Dibandingkan dengan pencuri yang mencuri tak lebih
dari Rp. 50.000,00 yang dihukum berkisar 1 bulan penjara sampai 2 bulan
penjara bahkan ada yang terancam 5 tahun penjara. Disinilah penulis dapat
mengatakan bahwa hukum di Indonesia tidak mencerminan keadilan
karena persamaan di hadapan hukum atau asas equality before the law
tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Maka dari tidak dijalankannya
asas equality before the- law- hukum. di I.ndonesia_ akan terlihat tajam ke
bawah dan tumpul ke étas yang mempunyai aksves.dalam pemerintahan
atau yang mempunyai kekuasaan akan mudah untuk menghindari hukum.
Berbeda dengan rakyat kecil atau mskin yang hanya bisa pasrah menerima
hukumannya.

Seperti yang dikatakan oleh hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
Deny Ikhwan bahwa dalam memutus perkara selain melihat fakta yang ada
hakim juga harus memperhatikan asas yang ada dalam hukum. Seperti

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dari semua asas tersebut maka yang

* Dapat dilihat di halaman 78-81
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harus didahulukan adalah keadilan. Sesuai dengan amanat pancasila pada
sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*®> Melihat apa
yang dikatakan hakim PN Purwokerto tersebut agar tercipta keadilan maka
sarana untuk mencapai keadilan adalah adanya persamaan dihadapan

hukum atau asas equality before the law.

** Wawancara terhadap hakim PN Purwokerto pada hari jum’at 21 Juni 2019.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Sesuai dengan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dalam bab ini
merupakan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Pada dasarnya asas equality before the law dalam hukum Islam dan
konstitusi Indonesia merupakan asas persamaan di hadapan hukum yang
mana tidak ada pembedaan terhadap semua orang berkaitan dengan ras,
suku, agama, kepercayaan, kedudukan, kaya, miskin, dan lain sebagainya.
Asas ini merupakan asas yang fundamental agar tercipta keadilan yang
dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

2. Jika melihat dalam hukum Islam banyak terdapat ayat al-Qur’an dan hadis
maupun pendapat-sahabat yang menjelaskan mengenai asas equality
before the law sedanékaﬁ dalam konstitusi jﬁga tefdépat pasal-pasal dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam undang-undang yang lainnya yang
mengandung aturan mengenai asas equality before the law. Selain itu juga
terdapat banyak pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka yang dapat
dijadikan pedoman dalam menjalankan hukum yang sesuai dengan asas
equality before the law. Pada dasarnya asas eqyuality before the law
merupakan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang tanpa
tekecuali. Tidak boleh adanya diskriminasi terhadap seseorang sehingga

dapat tercipta keadilan. Yang membedakan antara hukum Islam dengan
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konstitusi Indonesia hanyalah berat dari hukumannya. Dalam Islam prinsip
hukuman adalah setimpal, membunuh dibalas dengan membunuh.
Sedangkan dalam konstitusi Indonesia terkhusus dalam hukum pidana
adalah efek jera..

3. Sementara dalam implementasinya penulis menemukan masih ada kasus
yang tidak sesuai dengan asas equality before the law sehingga keadilan
tidak dapat tercipta. Asas equality before the law harus dapat diterapkan
sehingga apa yang diamanatkan baik dalam hukum Islam maupun
Konstitusi Indonesia dapat tercapai terkhusus di dalam hukum pidana.

B. Saran
Setelah penulis melakukan penelitian masih ada kasus yang dalam
penerapan hukumnya belum sesuai dengan asas equality before the law. Maka
dari itu alangkah baiknya dalam menegakkan hukum seorang hakim harus
memperhatikan asas equality before the law agar dapat tercipta keadilan sesuai

dengan sila ke 5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi éeiuruh rakyat Indonesia.
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